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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

disebutkan bahwa pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan baik yang menjadi 

kewenangan daerah dan melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat. Badan 

sebagai bagian dari perangkat daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah 

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.  

Dalam menjalankan fungsi dan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan seperti halnya setiap instansi pemerintah lainnya 

memerlukan pedoman agar kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran yang 

dikehendaki. Rencana Strategis (Renstra) menjadi dokumen panduan yang memuat visi, misi, 

tujuan dan sasaran strategis yang akan dijalankan lima tahun kedepan untuk kemudian akan 

dijabarkan lebih lanjut pada Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahunnya. 

Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan menjadi titik fokus 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Selatan sehingga 

Rencana Strategis (Renstra) yang disusun mengakomodasi upaya-upaya terkait pemberdayaan 

masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan. Pemilihan visi, misi, tujuan dan sasaran 

strategis yang tepat menjadi kunci dalam pencapaian target instansi.  

Penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Provinsi Kalimantan Selatan pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk 

menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana 

yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026, serta adanya perubahan SOTK Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. SOTK baru Dinas PMD sebagai bagian dari penataan 

dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi 

pemerintah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, 

sehingga organisasi pemerintah menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran. Untuk itu, dalam 

rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki, maka disusunlah Revisi 

Renstra Dinas PMD sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. 

 

1.2 Landasan Hukum 

Landasan hukum pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa sebagai berikut. 

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai 
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Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1106); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3699);  

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355);  

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional; 

5. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa; 

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 

Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; 

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; 

13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; 

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 

Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan 

Usaha Milik Desa; 
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16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 

Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun; 

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 

Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah; 

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 

Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil 

Verifikasi dan Validasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkaltur 

Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

24. Keputusan Menteri PAN Nomor : KEP/46/M.PAN/4/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pengawasan Melekat  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan; 

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 2008 tentang urusan 

Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5); 

26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang  Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 

2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 18); 

27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran 

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11,Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100); 

28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 
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Tahun 2016 Nomor 4,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 

98); 

29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran 

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11,Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100); 

30. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 s/d 2026;  

31. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan; 

32. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 040 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi 

dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

33. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Rencana strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan 

Selatan merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai 

visi, misi dan tujuan yang akan dilaksanakan berdasarkan ketepatan strategi dengan 

memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki organisasi. 

1. Maksud 

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi 

Kalimantan Selatan adalah menetapkan program dan kegiatan yang menjadi acuan dan 

pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja yang diemban oleh seluruh aparatur yang 

dilaksanakan secara terkoordinatif dan terpadu dengan instansi terkait, lembaga swadaya 

masyarakat, kalangan dunia usaha, dan masyasarakat agar terwujud keberhasilan 

kolaboratif secara sinergisitas. 

2. Tujuan 

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi 

Kalimantan Selatan sebagai berikut: 

a. Menetapkan visi dan misi sebagai citra masa depan yang hendak dicapai dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi 

Kalimantan Selatan. 

b. Menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai landasan pelaksanaan tugas dan 

fungsi untuk mencapai visi dan misi. 
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c. Menetapkan tujuan dan sasaran sebagai penjabaran visi dan misi dan merupakan 

keadaan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan. 

d. Menetapkan program dan kegiatan prioritas sebagai rencana aksi (action plan) 

dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi. 

 

1.4  Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi uraian tentang latar belakang, maksud dan tujuan, pengertian, 

kerangka pikir dan sistematika penulisan 

 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DAN DESA 

Memuat tentang uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, sumber 

daya, kinerja pelayanan dan tantangan peluang pengembangan Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan 

 

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

Memuat tentang identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan. Telaahan 

terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah, Renstra Kementerian dan Kab/Kota, 

Rencana Tata Ruang Wilayah dan menentukan isu – isu strategis 

 

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan 

 

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Memuat strategi dan kebijakan jangka menengah yang akan diambil Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan 

 

BAB VI 

 

 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, 

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 

Memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta 

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. 

 

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Memuat Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Provinsi Kalimantan Selatan 

 

BAB VIII PENUTUP 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 

DESA  PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa 

2.1.1 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang 

pemberdayaan masyarakat dan desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan bidang pemberdayaan masyarakat dan 

desa; 

b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa; 

c. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan; 

d. pelaksanaan kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat; 

e. pelaksanaan kebijakan pembangunan desa; 

f. pembinaan, pengawasan dan peengendalian unit pelaksanan teknis daerah;  

g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan  

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. merumuskan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 

b. mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan 

pemerintahan desa; 

c. mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat 

dan lembaga kemasyarakatan; 

d. mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pengembangan ekonomi 

masyarakat; 

e. mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pembangunan desa; 

f. membina, mengawasi dan mengendalikan unit pelaksana teknis daerah; 

g. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan 

h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. 
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2.1.1.1 Sekretariat 

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas mengkoordinasikan, 

membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan 

aset dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian. Sekretariat dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program 

dan rencana kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan 

kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

c. penyusunan program, koordinasi, pembinaa dan pengendalian penyusunan anggaran 

dan pengelolaan keuangan; 

d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-

menyurat dan rumah tangga; 

f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, 

tatalaksana dan hubungan masyarakat; dan 

g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan 

administrasi kepegawaian. 

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada mempunyai 

uraian tugas sebagai berikut: 

a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan 

program dan rencana kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan 

pelaporan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat  dan Desa; 

c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan 

anggaran dan pengelolaan keuangan; 

d. mengendalikan pengelolaan aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan 

pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga; 

f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan 

pengelolaan organisasi, tata laksana dan hubungan masyarakat; 

g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan 

pengelolaan administrasi kepegawaian; dan 

h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. 
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Sekretariat sebagaimana dimaksud terdiri atas: 

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 

program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan. 

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

● menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

● menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa; 

● menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana strategis; 

● menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan; 

● menyiapkan bahan dan menyusun dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa; 

● menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa; 

● menyiapkan bahan dan melaksanaan kerja sama penyusunan Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

● menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggung  Jawaban dan Laporan 

Keterangan Pertanggung Jawaban; 

● menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program; dan 

● melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. 

2. Sub Bagian Keuangan dan Aset 

Sub  Bagian  Keuangan  dan  Aset  mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

● menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan aset; 

● menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan; 

● menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan aset; 

● menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana anggaran 

pendapatan dan belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

● menyiapkan bahan dan memproses dokumen perencanaan anggaran Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

● menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana 

Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Tahunan Barang Unit; 

● menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan; 

● menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset; 

● menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan aset; 

● menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan; 

● menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggungjawaban 

keuangan; 

● menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset; 
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● menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta 

tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan 

● melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. 

 

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, 

ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, 

organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian. Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

● menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat- menyurat, 

ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan 

keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

● menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat- menyurat, 

ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan 

keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian; 

● menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi; 

● menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan 

arsip; 

● menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, serta mengendalikan 

ketertiban dan keamanan lingkungan kantor; 

● menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan 

keprotokolan; 

● menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan; 

● menyiapkan  bahan  dan  menyusun  daftar  nominative dan  daftar urut kepangkatan 

pegawai; 

● menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai; 

● menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian; 

● menyiapkan bahan dan mengelola dokumen  dan data kepegawaian; 

● menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian; 

● menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan 

● melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. 

 

2.1.1.2 Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa 

Bidang Bina Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas 

mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan administrasi dan 

kerja sama desa, pengelolaan keuangan dan aset desa serta penataan dan evaluasi 

perkembangan desa. 
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Bidang Bina Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian 

administrasi pemerintahan desa;   

b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian kerja sama 

pemerintahan desa; 

c. Penyusunan program, koordinasi, pem binaan, pengaturan dan pengendalian 

pengelolaan keuangan desa;  

d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian 

pengelolaan aset desa;   

e. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penataan 

desa; dan   

f. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian evaluasi 

perkembangan desa. 

Bidang Bina Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas mempunyai uraian tugas sebagai 

berikut: 

a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pemerintahan desa; 

b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan 

administrasi pemerintahan desa; 

c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kerja 

sama pemerintahan desa; 

d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan  

pengelolaan keuangan desa;  

e. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan  

pengelolaan aset desa; 

f. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan 

penataan desa;  

g. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan 

evaluasi perkembangan desa; dan  

h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. 

 

Bidang Bina Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud terdiri atas: 

1. Seksi Penataan dan Administrasi Desa  

Seksi Penataan dan Administrasi Desa mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, 

konsultasi, fasilitasi dan supervisi penyelenggaraan administrasi dan pengembangan kerja 

sama pemerintahan desa. Seksi Penataan dan Administrasi Desa dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
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a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis, konsultasi, 

fasilitasi dan supervisi penyelenggaraan penataan dan administrasi desa;  

b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data penyelenggaraan 

penataan dan administrasi desa;  

c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan penataan dan 

administrasi desa;  

d. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan penataan desa;  

e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan 

supervisi pemilihan kepala desa;  

f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan 

supervisi pengembangan dan peningkatan kapasitas perangkat pemerintahan desa;  

g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan 

supervisi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;  

h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan 

supervisi pengembangan sarana dan prasarana administrasi pemerintahan desa;  

i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan 

supervisi penataan desa;  

j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan 

supervisi penataan desa; 

k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pembentukan badan 

permusyawaratan desa dan badan musyawarah desa;  

l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengembangan dan 

peningkatan kapasitas anggota badan permusyawaratan desa dan badan musyawarah 

desa;  

m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria 

penyelenggaraan penataan dan administrasi desa;  

n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan 

instansi terkait dalam bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi 

penyelenggaraan penataan dan administrasi desa;  

o. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan bimbingan teknis, 

konsultasi, fasilitasi dan supervisi penyelenggaraan penataan dan administrasi desa;  

p. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan bimbingan teknis, 

konsultasi, fasilitasi dan supervisi penyelenggaraan penataan dan administrasi desa; 

dan  

q. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. 
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2. Seksi Keuangan dan Aset Desa 

Seksi Keuangan dan Aset Desa mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, 

konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan  aset 

desa. Seksi Keuangan dan Aset Desa dalam melaksanakan tugas mempunyai uraian tugas 

sebagai berikut: 

a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis, konsultasi, 

fasilitasi dan supervisi pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan aset desa; 

b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data keuangan dan aset 

desa;  

c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan dan penatausahaan 

serta penatausahaan keuangan desa; 

d. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan dan penatausahaan 

aset desa;  

e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi serta 

supervisi  penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;  

f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan 

supervisi penatausahaan keuangan desa;  

g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan 

supervisi penyusunan laporan realisasi anggaran desa;  

h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan 

supervisi penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan desa;  

i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan 

supervisi inventarisasi dan identifikasi aset-aset desa; 

j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi,asilitasi dan 

supervisi penatausahaan aset-aset desa;  

k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi,asilitasi dan 

supervisi penyusunan laporan pertanggungjawabanpemanfaatan aset-aset desa;  

l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dankriteria 

pengelolaan keuangan dan aset desa;  

m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuankerja/unit kerja dan 

instansi terkait dalam bimbingan teknis, konsultasi,asilitasi dan supervisi pengelolaan 

keuangan dan aset desa;  

n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan bimbinganeknis, 

konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa;  

o. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan bimbinganeknis, 

konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengelolaan keuangan dan asetdesa; dan  

p. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. 
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3. Seksi Kerja Sama dan Evaluasi Perkembangan Desa  

Seksi Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa sebagaimana tugas melaksanakan 

bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi penataan desa dan evaluasi 

perkembangan desa. Seksi Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa dalam 

melaksanakan tugas mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis, konsultasi, 

fasilitasi dan supervisi kerja sama dan evaluasi perkembangan desa;  

b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kerja sama, potensi, 

serta perkembangan desa;  

c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan identifikasi potensi 

desa;  

d. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kerja sama desa;  

e. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis evaluasi perkembangan desa; 

f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi serta 

supervisi  inventarisasi dan identifikasi potensi desa;  

g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan 

supervisi penyusunan profil dan pemetaan potensi desa; 

h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan 

supervisi pengembangan, pemanfaatan dan pemberdayaan potensi desa;  

i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan 

supervisi terkait kerja sama desa;  

j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan 

supervisi evaluasi perkembangan desa;  

k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan 

supervisi penyusunan laporan perkembangan kerja sama desa;  

l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria penataan 

dan evaluasi perkembangan desa;  

m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi 

terkait dalam bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi kerja sama dan 

evaluasi perkembangan desa dan status desa;  

n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan bimbingan teknis, 

konsultasi, fasilitasi dan supervisi kerja sama dan evaluasi perkembangan desa;  

o. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan bimbingan teknis, 

konsultasi, fasilitasi dan supervisi kerja sama dan evaluasi perkembangan desa; dan  

p. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. 
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2.1.1.3 Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Dasar  

Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Dasar mempunyai tugas 

mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan 

kelembagaan masyarakat dan sosial dasar. Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Dasar 

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian 

pengembangan dan peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;  

b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian 

pengembangan dan peningkatan sosial masyarakat;  

c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian 

pengembangan dan peningkatan pelayanan sosial dasar; dan  

d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian 

pengembangan dan aktualisasi budaya masyarakat.   

Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Dasar dalam melaksanakan tugas mempunyai 

uraian tugas sebagai berikut: 

a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan kelembagaan masyarakat dan 

sosial dasar;  

b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan 

pengembangan dan peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;  

c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan 

pengembangan dan peningkatan sosial masyarakat; 

d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan 

pengembangan dan peningkatan pelayanan sosial dasar; 

e. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan 

aktualisasi dan pengembangan budaya masyarakat; dan  

f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya 

 

Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Dasar sebagaimana dimaksud terdiri atas: 

1. Seksi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan; 

Seksi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan dan 

memberikan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan 

peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan. 

Seksi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas mempunyai 

uraian tugas sebagai berikut: 

a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan dan peningkatan 

pemberdayaan lembaga kemasyarakatan; 

b. Mengumpulkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi, mengolah, 

menganalisis dan menyajikan data lembaga kemasyarakatan;  
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c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan peningkatan 

pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;  

d. Menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana 

pengembangan dan peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;  

e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan 

supervisi pengembangan dan peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;  

f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan 

supervisi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan 

pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;  

g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria 

pengembangan dan peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;  

h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan 

instansi terkait dalam pengembangan dan peningkatan pemberdayaan lembaga 

kemasyarakatan;  

i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan pengembangan dan 

peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;  

j. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan dan peningkatan 

pemberdayaan lembaga kemasyarakatan; dan  

k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. 

 

2. Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat 

Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dan 

memberikan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan 

peningkatan kapasitas masyarakat. Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat 

sebagaimana dimaksud mempunyai uraian tugas sebagai berikut:  

a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan dan peningkatan 

kapasitas masyarakat;  

b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kapasitas masyarakat;  

c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan peningkatan 

kapasitas masyarakat;  

d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kapasitas 

masyarakat;   

e. Menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana 

pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat;  

f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan serta peningkatan 

pengetahuan masyarakat;  

g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi  pengembangan serta peningkatan 

keterampilan masyarakat;  
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h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan asistensi pengembangan ekonomi 

keluarga;  

i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan asistensi pengembangan 

kewirausahaan masyarakat;  

j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan jaringan kemitraan 

dalam pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat;  

k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan 

supervisi pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat; 

l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan 

supervisi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan 

kapasitas masyarakat;  

m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria 

pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat;  

n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan 

instansi terkait dalam kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat;  

o. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan pengembangan dan 

peningkatan kapasitas masyarakat;  

p. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan dan peningkatan 

kapasitas masyarakat;  

q. Menyiapkan pelaksanaan peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam 

upaya peningkatan kemandirian desa berdasarkan Indeks Desa Membangun; dan  

r. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya 

 

3. Seksi Sosial Dasar dan Budaya Masyarakat 

Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dan 

memberikan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi peningkatan dan 

pemberdayaan  layanan sosial dasar serta aktualisasi dan pemberdayaan nilai-nilai budaya 

masyarakat. Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai 

berikut:  

a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan dan peningkatan dan 

pemberdayaan layanan sosial dasar serta pemberdayaan nilai-nilai budaya masyarakat;  

b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data layanan sosial dasar dan 

nilai-nilai budaya masyarakat;  

c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis peningkatan dan pemberdayaan 

layanan sosial dasar;  

d. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan pemberdayaan 

nilai-nilai budaya masyarakat;  

e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi layanan sosial 

dasar masyarakat;   
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f. Menyiapkan  bahan  dan  melaksanakan  inventarisasi dan identifikasi nilai-nilai 

budaya masyarakat;   

g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi peningkatan dan pemberdayaan 

layanan pendidikan masyarakat;  

h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi peningkatan dan pemberdayaan 

layanan kesehatan masyarakat;  

i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi peningkatan dan pemberdayaan 

layanan kesejahteraan sosial masyarakat;  

j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi aktualisasi nilai-nilai adat dan budaya 

masyarakat;  

k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pelestarian, pengembangan dan 

pemberdayaan adat dan budaya masyarakat;  

l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pelestarian, pengembangan dan 

pemberdayaan nilai-nilai adat dan budaya masyarakat;  

m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan jaringan kemitraan 

dalam peningkatan dan pemberdayaan layanan sosial dasar dan budaya masyarakat;  

n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan 

supervisi peningkatan dan pemberdayaan layanan sosial dasar dan budaya masyarakat;  

o. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan 

supervisi peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan dan pemberdayaan 

layanan sosial dasar dan budaya masyarakat;  

p. Menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria 

peningkatan dan pemberdayaan layanan sosial dasar dan budaya masyarakat;  

q. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan 

instansi terkait dalam kegiatan peningkatan dan pemberdayaan layanan sosial dasar dan 

budaya masyarakat;  

r. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan peningkatan dan 

pemberdayaan layanan sosial dasar dan budaya masyarakat;  

s. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja peningkatan dan pemberdayaan 

layanan sosial dasar dan budaya masyarakat; dan  

t. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. 

 

2.1.1.4 Bidang Pengembangan Ekonomi Desa 

Bidang Pengembangan Ekonomi Desa mempunyai tugas mengoordinasikan, 

membina dan mengendalikan pengembangan dan pemberdayaan lembaga ekonomi desa serta 

pengembangan usaha ekonomi masyarakat. Bidang Pengembangan Ekonomi Desa dalam 

melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan 

dan pemberdayaan lembaga ekonomi desa;  



  

 

 

18 

b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan 

usaha ekonomi masyarakat; 

 

Bidang Pengembangan Ekonomi Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat;  

b. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan 

pengembangan dan pemberdayaan lembaga ekonomi desa;  

c. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan 

pengembangan usaha ekonomi masyarakat;  

d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangaannya. 

 

Bidang Pengembangan Ekonomi Desa sebagaimana dimaksud terdiri atas: 

1. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa  

Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa mempunyai tugas 

melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi 

pengembangan dan pemberdayaan lembaga ekonomi desa. Seksi Pengembangan dan 

Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa dalam melaksanakan tugas mempunyai uraian 

tugas sebagai berikut:  

a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan dan pemberdayaan 

lembaga ekonomi desa; 

b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data lembaga ekonomi desa; 

c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan pemberdayaan 

lembaga ekonomi desa; 

d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi lembaga ekonomi 

desa; 

e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan pengembangan dan 

pemberdayaan lembaga ekonomi desa; 

f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan 

lembaga ekonomi desa; 

g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan 

supervisi pengembangan dan pemberdayaan lembaga ekonomi desa; 

h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria 

pengembangan dan pemberdayaan lembaga ekonomi desa; 

i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan 

instansi terkait dalam kegiatan pengembangan dan pemberdayaan lembaga ekonomi 

desa; 

j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan pengembangan dan 

pemberdayaan lembaga ekonomi desa; 
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k. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pengembangan dan 

pemberdayaan lembaga ekonomi desa; dan 

l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. 

 

2. Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat  

Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai  tugas  melaksanakan dan 

memberikan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi pemberdayaan usaha 

ekonomi masyarakat. Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dalam 

melaksanakan tugas mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi 

masyarakat; 

b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data terkait usaha ekonomi 

masyarakat; 

c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemberdayaan usaha ekonomi 

masyarakat; 

d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi pemberdayaan 

usaha ekonomi masyarakat; 

e. Menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan serta menyusun rencana 

pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat; 

f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemberdayaan usaha ekonomi 

masyarakat; 

g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan 

supervisi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat; 

h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria 

pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat; 

i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan 

instansi terkait dalam pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat; 

j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pemberdayaan usaha ekonomi 

masyarakat; 

k. Menyusun laporan kinerja pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat; dan 

l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. 

 

2.1.1.5 Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan 

Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas mengoordinasikan, 

membina dan mengendalikan pengembangan dan pembangunan kawasan perdesaan. Bidang 

Pengembangan Kawasan Perdesaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian 

pengembangan inovasi desa; 
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b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian 

pembangunan sarana prasarana dan sanitasi kawasan perdesaan.  

 

Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan kawasan perdesaan; 

b. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan 

pengembangan inovasi desa; 

c. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan 

pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan sarana, prasarana dan sanitasi kawasan 

perdesaan; 

d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. 

 

Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud terdiri atas: 

1. Seksi Pengembangan Inovasi Desa  

Seksi Pengembangan Inovasi Desa mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan 

bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi dalam pengembangan inovasi desa. 

Seksi Pengembangan Inovasi Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

mempunyai uraian tugas sebagai berikut:  

a. Menyiapkan bahan dan menyusun kegiatan fasilitasi pengembangan inovasi desa 

dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam 

b. Menyiapkan bahan dan menyusun kegiatan fasilitasi pengembangan inovasi desa 

dalam pelaksanaan mitigasi bencana 

c. Menyiapkan bahan dan menyusun kegiatan fasilitasi pengembangan inovasi desa 

dalam pemanfaatan teknologi tepat guna berwawasan lingkungan 

d. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data inovasi desa 

e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pemetaan potensi 

sumber daya alam perdesaan 

f. Menyiapkan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pemetaan potensi 

kerawanan bencana dan mitigasi bencana perdesaan 

g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi,  identifikasi,  fasilitasi pengkajian 

dan penerapan serta pemanfaatan teknologi tepat guna berwawasan lingkungan 

h. Melaksanakan pendampingan dalam pengembangan kelompok masyarakat, 

kelembagaan lokal desa berbasis IPTEKIN dalam mewujudkan difusi inovasi 

masyarakat perdesaan 

i. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan inovasi desa dalam 

pemanfaatan Sumber Daya Alam 

j. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan inovasi desa dalam 

pelaksanaan mitigasi bencana 
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k. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan inovasi desa dalam 

pemanfaatan teknologi tepat guna berwawasan lingkungan 

l. Menyiapkan bahan dan menyusun bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi 

pengembangan inovasi desa dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam 

m. Menyiapkan bahan dan menyusun bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi 

pengembangan inovasi desa dalam pelaksanaan mitigasi bencana 

n. Menyiapkan bahan dan menyusun bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi 

pengembangan inovasi desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna berwawasan 

lingkungan 

o. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan jaringan kemitraan 

dalam pengembangan inovasi desa 

p. Menyiapkan standar operasional prosedur dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan 

inovasi desa 

q. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan 

instansi terkait dalam kegiatan fasilitasi pengembangan inovasi desa 

r. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja fasilitasi pengembangan inovasi 

desa 

s. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya 

 

2. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan 

Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan mempunyai tugas  

melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi 

pembangunan pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kawasan perdesaan. 

Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan dalam melaksanakan tugas 

mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi pembangunan kawasan 

sarana prasarana pada kawasan perdesaan  

b. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi pembangunan sanitasi 

pada kawasan perdesaan  

c. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sanitasi pada kawasan 

perdesaan 

d. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembangunan sarana prasarana 

kawasan perdesaan 

e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sarana dan 

prasarana kawasan perdesaan  

f. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis sanitasi pada kawasan perdesaan  

g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sarana dan 

prasarana pada kawasan perdesaan 
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h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sanitasi pada 

kawasan perdesaan 

i. Menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan serta menyusun rencana 

pembangunan sarana dan prasarana di kawasan perdesaan 

j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemeliharaan dan pemanfaatan sarana 

prasarana pada kawasan perdesaan 

k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemeliharaan dan pemanfaatan sanitasi 

pada  kawasan perdesaan 

l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan 

supervisi pembangunan sarana prasarana kawasan perdesaan 

m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan 

supervisi sanitasi pada kawasan perdesaan 

n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan jaringan kemitraan 

dalam pembangunan sarana dan prasarana dan sanitasi kawasan perdesaan 

o. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan 

instansi terkait dalam fasilitasi pembangunan dan pemanfaatan sarana prasarana dan 

sanitasi kawasan perdesaan 

p. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan fasilitasi pembangunan dan 

pemanfaatan sarana prasarana dan sanitasi kawasan perdesaan 

q. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan laporan kinerja fasilitasi pembangunan dan 

pemanfaatan sarana prasarana dan sanitasi kawasan perdesaan 

r. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewewenangannya   

 

2.1.1.6 Unit Pelaksana Teknis Daerah  

Pembentukan tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Unit Pelaksana  Teknis 

Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa  sebagaimana  diatur  dengan Peraturan 

Gubernur. 

 

2.1.1.8 Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga  dalam  

jenjang  fungsional  yang  terbagi   dalam   kelompok-kelompok sesuai dengan bidang 

keahliannya. Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin dan 

dikoordinasikan oleh seoarang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana 

dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis, jenjang, tugas dan rincian 

tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 
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2.2  Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi 

Kalimantan Selatan 

Kapasitas pelayanan yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa  Provinsi Kalimantan Selatan adalah melaksanakan 

koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan, pelaksanaan dan 

pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. 

Proses penyelenggaraan pelayanan ini didukung oleh: 

2.2.1  Sumber daya Manusia 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi 

Kalimantan Selatan memiliki jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 32 

orang dan Pegawai Kontrak sebanyak 47 orang dengan perincian sebagai 

berikut : 

Jumlah PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi 

Kalimantan Selatan berdasarkan jenis kelamin: 

- Laki-Laki : 15 orang 

- Perempuan : 17 orang 

Jumlah pegawai kontrak Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan adalah 

sebagai berikut : 

- Laki-Laki : 33 orang 

- Perempuan : 14 orang 

Jumlah PNS dengan formasi eselon sebagai berikut : 

- Eselon II.a :   1 orang 

- Eselon III.a :   5 orang 

- Eselon IV.a : 13 orang 

- Jabatan Fungsional : 4 orang 

- Non Eselon : 9 orang 

Jumlah PNS DPMD  Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan tingkat 

pendidikan adalah sebagai berikut : 

- Pasca Sarjana (S2) : 16 orang 

- Sarjana (S1) : 6 orang 

- D4 :   3 orang 

- Sarjana Muda (D3) :   2 orang 

- D. II :   1 orang 

- SLTA :   4 orang 

 

Jumlah PNS Dinas PMD  Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan diklat 

penjenjangan struktural dan fungsional adalah sebagai berikut : 



 

 

25 

a. Struktural  

- Diklat Pim II : 1 orang 

- Diklat Pim III : 4 orang 

- Diklat Pim IV : 8 orang 

- Non Diklat : 15 orang 

b. Fungsional 

- Diklat Pranata Komputer : 2 orang 

- Penyetaraan Arsiparis Tingkat Terampil : 2 orang 

Secara rinci jumlah pegawai pada DPMD  Provinsi Kalimantan Selatan 

dilihat dari eselonering dan kepangkatan / golongan adalah sebagai berikut : 

1. berdasarkan eselonering : 

- Kepala Badan (eselon II.a) : 1 orang 

- Sekretaris (eselon III.a) : 1 orang 

- Kepala Bidang (eselon III.a) : 4 orang 

- Kepala Sub Bagian / Sub Bidang : 13 orang  

- Jabatan Fungsional Arsiparis  : 2 orang 

- Jabatan Fungsional Pranata Komputer : 2 orang 

- Unsur Staf : 9 orang  

2. berdasarkan kepangkatan 

- Golongan IV/d : 0 orang 

- Golongan IV/c : 1 orang 

- Golongan IV/b : 5 orang 

- Golongan IV/a : 7 orang  

 

- Golongan III/d : 10 orang 

- Golongan III/c : 4 orang 

- Golongan III/b : 2 orang 

- Golongan III/a : 0 orang  

 

- Golongan II/d : 3 orang 

- Golongan II/c : 0 orang 

- Golongan II/b : 0 orang 

- Golongan II/a : 0 orang  

- Golongan I/c : 0 orang 
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2.2.2  Aset Yang Dikelola 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas PMD  Provinsi 

Kalimantan Selatan telah tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut: 

1) Transportasi roda empat dalam rangka operasional kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pemerintahan Desa 

Mobil operasional ini digunakan sebagai penunjang kegiatan operasional baik 

perencanaan, pelaksanaan dan monitoring berbagai kegiatan yang dilaksanakan 

oleh pegawai DPMD  Provinsi Kalsel. 

2) Ruang kerja  

SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memlliki kantor tersendiri 

dimana sekretariat dan bidang memiliki ruang kerja masing-masing. 

3) Perlengkapan kerja 

Dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan kerja telah tersedia pula 

perlengkapan kerja yang meliputi meja, kursi, lemari, filling cabinet dan lain 

sebagainya. 

4) Peralatan Kerja  

Untuk mempermudah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi DPMD , saat 

ini telah tersedia peralatan kerja seperti perangkat komputer, printer, laptop, 

LCD dan sarana informasi lain seperti televisi.  

 

2.3   Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  

Jenis dan objek pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan adalah melaksanakan penyusunan 

dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa.  

 

2.3.1  Jenis Pelayanan  

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan 

pemerintahan desa diperlukan berbagai layanan teknis kepada instansi terkait dengan 

pemberdayaan masyarakat di Kalimantan Selatan. Bentuk jenis layanan tersebut 

adalah sebagai berikut : 

a) Konsultasi/koordinasi antar petugas SKPD mitra kerja dan stakeholders terkait 

perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pemantapan dan 

pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat, pengembangan 

usaha ekonomi masyarakat, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam 

berwawasan lingkungan dan  pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai 
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kebutuhan masyarakat, dan pemantapan kapasitas penyelenggaraan 

pemerintahan Desa dan Kelurahan; 

b) Konsultasi/koordinasi antar SKPD kabupaten dan kota terkait perencanaan, 

pelaksanaan dan monitoring kegiatan pemantapan dan pengembangan 

kelembagaan serta keswadayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi 

masyarakat, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan 

lingkungan dan  pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan 

masyarakat, dan pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa 

dan Kelurahan; 

c) Konsultasi/koordinasi antar masyarakat, dunia usaha, dan akademisi peminat 

data pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Provinsi 

Kalimantan Selatan; 

d) Fasilitasi antar instansi pusat terkait koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan 

monitoring kegiatan pemantapan dan pengembangan kelembagaan serta 

keswadayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, 

peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan  

pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat, dan 

pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan; 

e) Pengumpulan data dan informasi pelaksanaan kegiatan pemantapan dan 

pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat, pengembangan 

usaha ekonomi masyarakat, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam 

berwawasan lingkungan dan  pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai 

kebutuhan masyarakat, dan pemantapan kapasitas penyelenggaraan 

pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah Kalimantan Selatan. 

 

2.3.2 Kelompok Sasaran 

Kelompok sasaran yang menjadi target koordinasi dalam melaksanakan 

kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah semua SKPD yang diklasifikasikan 

menjalankan kegiatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Inilah yang 

menjadi kerangka kebijakan serta acuan dan pedoman bagi pelaksanaan berbagai 

program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan. 

 

No Bidang Layanan Kelompok Sasaran 

1 Sekretariat Lingkungan DPMD  Prov Kalsel dan seluruh 

SKPD yang menjadi bagian perencanaan 

dilingkungan DPMD  Kab/Kota  

2 Bidang Bina Aparatur desa/kelurahan, Badan Permusyawaratan 
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No Bidang Layanan Kelompok Sasaran 

Pemerintahan Desa  Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten / Kota 

3 Bidang Kelembagaan 

Masyarakat dan Sosial 

Dasar 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di 

desa, Pokjanal Posyandu, Operator Sistem 

Informasi Posyandu, PKK, Lembaga 

Adat/Budaya/Kelompok Seni Desa, Pelaku Unit 

Layanan Sosial Dasar Skala Lokal Desa, Kader 

Pembangunan Masyarakat (KPM), Kader 

Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Tenaga 

Pendamping Desa, Dinas PMD Kabupaten 

4 Bidang Pengembangan 

Ekonomi Desa 

Badan Usaha Milik Desa, Pasar Desa, pelaku 

usaha di desa 

5 Bidang Pengembangan 

Kawasan Perdesaan 

Posyantek, masyarakat penggiat Teknologi Tepat 

Guna, Kodim, KP-SPAMS, BUMDesma 

 

2.3.3 Objek dan Indikator Kinerja Pelayanan 

NO URAIAN TUGAS 

OBJEK 

KINERJA 

PELAYANAN 

1 SEKRETARIAT  

 menyusun program, mengoordinasikan, membina dan 

mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

RPJM, 

RENSTRA, 

RENJA, RKA 

menyusun program, mengoordinasikan, membina dan 

mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat  dan Desa; 

LAKIP, LPPD, 

LKPJ,  RFK,  

menyusun program, mengoordinasikan, membina dan 

mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan 

keuangan; 

DPA,  LRA 

mengendalikan pengelolaan aset Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa; 

RKBU, RTBU, 

Daftar Inventaris 

Barang 

Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan 

mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah 

tangga; 

 

menyusun program, mengoordinasikan, membina  
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NO URAIAN TUGAS 

OBJEK 

KINERJA 

PELAYANAN 

dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tata laksana dan 

hubungan masyarakat 

menyusun program, mengoordinasikan, membina 

dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian 

 

melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan 

kewenangannya 

 

2 BIDANG BINA PEMERINTAHAN DESA  

menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pemerintahan 

desa 

Laporan data 

aparatur 

pemerintahan 

desa 

Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur 

dan mengendalikan administrasi pemerintahan desa 

 

menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur 

dan mengendalikan kerja sama pemerintahan desa 

Laporan APBDes 

menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur 

dan mengendalikan pengelolaan keuangan desa 

 

menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur 

dan mengendalikan pengelolaan aset desa 

Laporan aset desa 

menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur 

dan mengendalikan penataan desa 

Laporan penataan 

desa 

menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur 

dan mengendalikan evaluasi perkembangan desa 

Laporan evaluasi 

perkembangan 

desa 

melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan 

kewenangannya 

 

3 BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN 

SOSIAL DASAR 

 

menyusun bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan 

kelembagaan masyarakat dan sosial dasar 

Laporan Indeks 

Desa Membangun 

Laporan Aksi 4 – 

5 Konvergensi 

Stunting, Laporan 

Pemanfaatan 
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NO URAIAN TUGAS 

OBJEK 

KINERJA 

PELAYANAN 

Electronic-

Human 

Development 

Workers (E-

HDW) 

menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur 

dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan 

pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 

Dokumen 

aktivitas LPM, 

Sistem Informasi 

Posyandu 

menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur 

dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan sosial 

masyarakat 

Dokumen hibah 

peralatan 

adat/budaya desa, 

Laporan layanan 

sosial dasar skala 

lokal desa 

menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur 

dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan 

pelayanan sosial dasar 

 

menyusun program, mengoordinasikan, membina, 

mengatur dan mengendalikan aktualisasi dan 

pengembangan budaya masyarakat 

 

melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan 

kewenangannya 

 

4 BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI 

MASYARAKAT 

 

menyusun bahan perumusan kebijakan teknis 

pengembangan ekonomi masyarakat 

Laporan Badan 

Usaha Milik 

Desa, Pasar Desa 

menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur 

dan mengendalikan pengembangan dan pemberdayaan usaha 

ekonomi budidaya 

Laporan Produk 

Unggulan Desa 

menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur 

dan mengendalikan pengembangan dan pemberdayaan usaha 

ekonomi pengolahan 
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NO URAIAN TUGAS 

OBJEK 

KINERJA 

PELAYANAN 

menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur 

dan mengendalikan pengembangan dan pemberdayaan usaha 

ekonomi pemasaran 

 

menyusun program, mengoordinasikan, membina, 

mengatur dan mengendalikan pembangunan ekonomi 

kawasan perdesaan 

 

menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur 

dan mengendalikan pengembangan kemitraan usaha 

ekonomi masyarakat 

 

melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan 

kewenangaannya 

 

5 BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN  

menyusun bahan perumusan kebijakan teknis 

pengembangan kawasan perdesaan 

Koordinasi 

perencanaan, 

pelaksanaan dan 

monitoring 

menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur 

dan mengendalikan pengembangan dan pemanfaatan sumber 

daya alam perdesaan 

 

menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur 

dan mengendalikan pengembangan dan pemanfaatan 

teknologi tepat guna perdesaan 

 

menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur 

dan mengendalikan pembangunan, pengembangan dan 

pemanfaatan sarana kawasan perdesaan 

 

menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur 

dan mengendalikan pembangunan, pengembangan dan 

pemanfatan prasarana kawasan perdesaan 

 

melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan 

kewenangaannya 
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Tabel T-C 23 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan 

Tahun 2016 – 2020 
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Tabel T-C 24 

Anggaran dan Realisasi Pelayanan Perangkat Daerah  

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan 

Tahun 2016 – 2022 
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa  Provinsi Kalimantan Selatan 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan 

merasa perlu menganalisa permasalahan dan potensi yang ada terkait pemberdayaan  

masyarakat dan pemerintahan desa agar dapat menghasilkan strategi kebijakan yang 

tepat. Analisis SWOT dipakai untuk melihat peta kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi 

Kalimantan Selatan. SWOT merupakan strategi untuk melihat apa yang menjadi 

kekuatan (Strength), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunity), dan ancaman 

(Threats) yang dihadapi individu atau organisasi. 

Logikanya pilihan strategi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa Provinsi Kalimantan Selatan akan dipengaruhi oleh pemetaan atas kekuatan, 

kelemahan, peluang, serta ancaman yang mereka hadapi. Analisis dilakukan atas 

faktor internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan 

Selatanyang meliputi kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal yakni peluang 

dan ancaman. Struktur SWOT dapat dijelaskan dalam tabel berikut : 

 

ANALISIS SWOT 

INTERNAL STRENGTH WEAKNESS 

EKSTERNAL OPPORTUNITY THREATS 

 

Matrik SWOT akan digunakan untuk melihat bagaimana Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatanberupaya 

memaksimalkan kekuatan internalnya dan memanfaatkan peluang sekaligus 

meminimalisir kelemahan dan menghindari ancaman. Upaya tersebut tentunya 

mempengaruhi strategi yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa Provinsi Kalimantan Selatandalam upaya mewujudkan masyarakat yang 

berdaya, mandiri dan sejahtera. 

Berikut ini adalah penjabaran lebih lanjut terkait analisis SWOT terhadap 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan baik faktor 

internal maupun eksternal yaitu : 

1. Analisis Lingkungan Internal 

Lingkungan internal terdiri dari dua faktor yakni kekuatan dan kelemahan 

dimana dengan melakukan analisis terhadap kekuatan dan kelemahan yang ada 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan dapat 

menentukan strategi yang tepat dengan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki 

dan meminimalkan kelemahan bahkan memperbaiki kelemahan yang ada 
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sehingga dapat menjadi kekuatan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa Provinsi Kalimantan Selatan. Kekuatan dan kelemahan Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan yang telah 

teridentifikasi adalah sebagai berikut : 

a. Kekuatan 

● Tersedianya regulasi terkait Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Dinas PMD Provinsi Kalsel memiliki regulasi berupa Peraturan Daerah 

Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa yang mengatur terkait kebijakan strategis, 

wewenang dan tanggung jawab urusan pemberdayaan masyarakat dan 

desa. 

 

● Indikator kinerja yang selaras dari baik di level SKPD maupun pegawai 

dalam upaya peningkatan status desa   

Keselarasan ini dapat dilihat pada Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD 

Tahun 2021 yakni Meningkatnya Status Desa Maju menjadi Mandiri yang 

kemudian diturunkan dalam IKU Level III dan Level IV sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kapasitas lembaga dan masyarakat dalam pembangunan 

desa dengan IKU level III yakni: 

- Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa yang aktif 

- Meningkatknya kemampuan kader dan pendamping desa dalam 

pembangunan desa 

- Meningkatnya lembaga adat dan budaya desa yang aktif 

- Meningkatnya layanan sosial dasar yang aktif di desa 

b. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dengan IKU level III yakni: 

- Meningkatnya aparatur desa yang mampu mengelola administrasi 

pemerintahan desa 

- Meningkatnya kemampuan aparatur desa dalam mengidentifikasi 

potensi desa yang dikerjasamakan 

- Meningkatnya aparatur desa yang terampil dalam SISKEUDES 

- Meningkatnya desa dalam penginventarisasian aset sesuai dengan 

regulasi 

- Meningkatnya desa berprestasi melalui evaluasi perkembangan 

desa 

- Meningkatnya desa yang memiliki profil paling terbaru 

- Meningkatnya pengetahuan aparatur desa dalam melaksanakan 

penataan desa 
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c. Meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan IKU level III : 

- Meningkatnya BUMDesa yang maju 

- Meningkatnya pasar desa yang aktif 

- Meningkatnya kerjasama antar desa dalam pengembangan kawasan 

ekonomi perdesaan 

d. Meningkatkan pengembangan kawasan perdesaan dengan IKU level III : 

- Meningkatnya sarana prasarana perdesaan yang dibangun dan 

diperbaiki 

- Meningkatnya peran kelompok masyarakat desa yang 

diberdayakan dalam pemulihan dan pemanfaatan sumber daya alam 

- Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) 

 

● Tersedianya dukungan dokumen perencanaan yang menggambarkan kinerja 

Dinas PMD Provinsi Kalsel 

Dokumen perencanaan Dinas PMD Provinsi Kalsel baik Rencana Strategis 

(Renstra) Lima Tahunan, Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan Laporan 

Kinerja Tahunan disusun dengan memperhatikan perencanaan dan 

pencapaian kinerja yang ada.  

 

b. Kelemahan 

● Sumber daya aparatur yang terbatas dalam pelaksanaan program kegiatan 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pegawai pada Dinas PMD Provinsi 

Kalsel tergambar bahwa jumlah sumber daya manusia yang ada belum 

mencukupi untuk menjalankan tugas dan fungsi SKPD secara maksimal. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan penambahan jumlah pegawai yang juga 

diikuti dengan peningkatan kompetensinya serta penempatan pegawai 

sesuai dengan kinerja yang diperlukan.  

BUP, Pindah, dll Kekurangan Pegawai 

2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 

0 1 2 1 2 82 83 84 83 84 

      Sumber : Data Kepegawaian Dinas PMD Provinsi Kalsel 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masih banyak jumlah sumber daya 

aparatur yang diperlukan dengan rata-rata kekurangan pegawai setiap 

tahunnya berjumlah lebih dari 80 orang sedangkan jumlah keseluruhan 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas PMD Provinsi Kalsel baru berjumlah 

33 orang. 
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● Sarana Prasarana pada Dinas PMD Provinsi Kalsel yang masih belum 

menunjang pencapaian kinerja secara maksimal 

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Dinas PMD Provinsi Kalsel 

adalah sarana prasarana yang masih belum memadai dalam menunjang 

kinerja yang dilaksanakan seperti kurangnya ketersediaan komputer dan 

laptop sehingga tidak jarang pegawai menggunakan laptop pribadi dalam 

pengerjaan kegiatan kantor. Kondisi ini tergambar dalam tabel Usulan 

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan Tahun 2021 sebagai 

berikut: 

NO  
 PROGRAM/ 

KEGIATAN  

USULAN BARANG MILIK DAERAH 
KEBUTUHAN 

MAKSIMUM 

KEBUTUHAN RIIL 

BMD 

KODE 

BARA

NG 

NAMA 

BARA

NG 

JUM

LAH 
SATUAN 

JUMLA

H 
SATUAN 

JUM

LAH 
SATUAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                      

A. Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Aparatur 

        

 1, Kegiatan Pengadaan 

Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor 

        

           

 Belanja Modal Pengadaan 

Alat-alat Angkutan Darat 

Sepeda Motor 

        

1. - Pengadaan Sepeda 

Motor Roda 2 

 2.3.1.5.

1 

Sepeda 

Motor 

4 unit 13 unit 13 unit 

           

 Belanja Modal Pengadaan 

Perlengkapan Kantor 

        

 Belanja Modal Pengadaan 

Alat Pendingin 

        

2 - Pengadaan AC 2 PK  2.6.2.4.

4 

Ac. 

Split 

8 unit 49 unit 49 unit 

           

 Belanja Modal Pengadaan 

Komputer 

        

 Pengadaan Laptop dan 

Komputer/PC Unit 

        

3 - Pengadaan Lap Top 2.6.3.2.

2 

Lap Top 10 unit 13 unit 13 unit 

4 - Pengadaan Komputer/P.C. 

Unit 

2.6.3.2.

1 

P.C. 

Unit 

13 unit 47 unit 47 unit 

           

 Belanja Modal Pengadaan 

Printer 

        

5 - Pengadaan Printer 2.6.3.4.

8 

Printer 13 unit 38 unit 38 unit 

           

6 - Kemera 2.6.2.6.

21 

Camera 

Video 

1 buah 5 buah 5 buah 

           

7 - Drone 2.6.2.6.

21 

Camera 

Video 

1 unit 1 unit 1 unit 

           

8 - Proyektor 2.7.2.6.

3 

Slide 

Projecto

r 

(Lapang

an) 

1 buah 6 buah 6 buah 

 

2. Analisis Lingkungan Eksternal 

Lingkungan eksternal merupakan semua kekuatan yang timbul diluar 

instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan 

Selatannamun memberikan dampak terhadap pelaksanaan perencanaaan instansi. 
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Lingkungan ini terdiri dari dua faktor yakni peluang dan ancaman sehingga dalam 

penentuan strategi yang dipilih harus memperhatikan bagaimana Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatandapat 

memanfaatkan peluang yang ada untuk mendukung pelaksanaan program 

pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan serta meminimalisir 

ancaman agar tidak menghambat pelaksanaan program. 

Adapun peluang–ancaman yang diidentifikasi oleh Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut : 

a. Peluang 

● Adanya dukungan dari SKPD lain terhadap pencapaian kinerja 

Dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan maka Dinas PMD 

Provinsi Kalsel perlu mendapatkan dukungan dari SKPD lain yang tergambar 

pada crosscutting pohon kinerja. Beberapa SKPD dan indikator kinerja yang 

mendukung pencapaian Dinas PMD Provinsi Kalsel antara lain: 

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan Pemberdayaan 

Perempuan dan Desa Ramah Anak di Desa, keterlibatan perempuan pada 

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dan penanganan perkawinan 

anak di Desa 

- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terkait keberadaan taman bacaan dan 

perpustakaan desa 

- Dinas Pekerjaam Umum terkait dengan PAMSIMAS , saranan prasarana 

dasar (jalan, jembatan, dll) di Desa 

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terkait dengan usaha 

peningkatan ekonomi masyarakat desa 

 

● Adanya kebijakan kabupaten/kota yang mendukung pencapaian desa mandiri 

Upaya peningkatan status desa sebagai target kinerja selaras dengan kebijakan 

kabupaten/kota yang tercantum dalam RPJMD kabupaten/kota. Pada RPJMD 

2017-2022 Kabupaten Balangan, peningkatan status desa merupakan bagian 

dari misi RPJMDnya yakni mengintegrasikan infrastruktur wilayah yang 

mendukung kemandirian desa dan penataan kota yang dicapai melalui 

peningkatan status desa tertinggal menjadi berkembang dan desa berkembang 

menjadi mandiri. 

Pada RPJMD 2018-2023 Kabupaten Tanah Laut, Indeks Desa Membangun 

(IDM) menjadi salah satu indikator kinerja program prioritas yang 

menyumbang pencapaian tujuan peningkatan upaya membina desa dan menata 

kota. Pada RPJMD 2018-2023 Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Indeks Desa 
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Membangun (IDM) menjadi indikator sasaran dalam meningkatkan kapasitas 

pemberdayaan kelompok masyarakat dengan tujuan meningkatkan sumber 

daya daerah dan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan 

berkelanjutan. 

RPJMD 2019-2024 Kabupaten Tabalong menempatkan IDM sebagai indikator 

sasaran meningkatnya kualitas pembangunan desa pada tujuan memajukan 

perekonomian daerah yang didukung oleh pengembangan sumber daya alam 

dan infrastruktur yang berkelanjutan dengan misi meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat.  

 

b. Ancaman 

● Masih terdapat desa dengan status desa tertinggal 

Meskipun jumlah desa dengan status desa tertinggal terus menurun setiap 

tahunnya namun masih terdapat desa tertinggal dengan gambaran pada tabel 

berikut: 

N

O 

NAMA 

KABUPATEN 

REKAPITULASI DESA TERTINGGAL  

TAHUN 2016-2020 

2016 2018 2019 2020 

1 TANAH LAUT 81 55 15 4 

2 KOTABARU 114 94 55 28 

3 BANJAR 180 115 80 49 

4 
BARITO 

KUALA 
147 125 51 23 

5 TAPIN 84 61 21 11 

6 
HULU SUNGAI 

SELATAN 
87 39 12 2 

7 
HULU SUNGAI 

TENGAH 
100 45 17 9 

8 
HULU SUNGAI 

UTARA 
151 131 87 60 

9 TABALONG 64 54 11 6 

10 TANAH BUMBU 67 49 30 17 

11 BALANGAN 109 91 28 14 

TOTAL 1184 853 407 223 

Sumber : Data Indeks Desa Membangun 2016 s/d 2020 

● Regulasi Pemerintah Pusat terkait kewenangan Provinsi atas desa yang tidak 

konsisten maupun saling bertentangan 

Terdapat perbedaan kewenangan Provinsi terkait desa terutama dalam 

kaitannya dengan kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Provinsi Kalsel antara lain: 
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa 

Kewenangan terkait penataan desa 

Penetapan susunan 

kelembagaan, pengisian 

jabatan, dan masa jabatan 

kepala desa adat 

berdasarkan hukum adat. 

Pemerintah, Pemmerintah Daerah Provinsi dan 

Pemkab/kota dapat melakukan penataan desa 

berupa pembentukan, penghapusan, 

penggabungan, perubahan status dan penetapan 

desa 

Kewenangan terkait pembangunan kawasan perdesaan 

Tidak terdapat 

kewenangan 

Pemerintah Provinsi ikut serta melakukan 

pembahasan terhadap rancangan pembangunan 

kawasan perdesaan  

Kewenangan terkait BUMDesa 

Tidak terdapat 

kewenangan 

Pemerintah Provinsi mendorong perkembangan 

BumDesa melalui pemberian hibah dan/atau akses 

permodalan, melakukan pendampingan teknis dan 

akses ke pasar dan memprioritaskan BUMDesa 

dalam pengelolaan SDA di desa 

 

Tabel 5.2 Tabel Identifikasi SWOT Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  

IDENTIFIKASI FAKTOR INTERNAL 

Strenghts (Kekuatan) Weaknesses (Kelemahan) 

S1 

Tersedianya regulasi terkait 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
W1 

Sumber daya aparatur yang terbatas 

dalam pelaksanaan program kegiatan 

S2 

Indikator kinerja yang selaras dari level 

pelaksana hingga kepala dinas dalam 

upaya mencapai peningkatan status 

desa  

W2 

Sarana Prasarana pada Dinas PMD 

Provinsi Kalsel yang masih belum 

menunjang pencapaian kinerja secara 

maksimal 

S3 

Tersedianya dukungan dokumen 

perencanaan  
  

IDENTIFIKASI FAKTOR EKSTERNAL 

Oppotunities ( Peluang )  Threats ( Ancaman) 

O1 

Adanya dukungan dari SKPD lain 

terhadap pencapaian kinerja  
T1 

Masih terdapat desa dengan status 

desa tertinggal 

O2 

Adanya kebijakan kab/kota yang 

mendukung pencapaian desa mandiri 

(data rpjmd kab, peraturan kab) 

T2 

Regulasi Pemerintah Pusat yang tidak 

konsisten maupun saling 

bertentangan (regulasi apa saja?) 
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BAB III 

ISU-ISU STRATEGIS 

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

 

3.1 Identifikasi Permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Provinsi Kalimantan Selatan 

Pemberdayaan masyarakat atau yang biasa disebut empowerment adalah 

upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kapasitasnya. 

Sedangkan pemerintahan desa merupakan tonggak pemerintahan di level paling 

bawah dan langsung berinteraksi dengan masyarakat dimana keberadaannya menjadi 

sangat penting sehingga perlu pula dilakukan peningkatan kapasitas pemerintahan 

desa baik lembaga maupun aparaturnya. Keberadaan Undang-Undang Desa Nomor 6 

Tahun 2014 semakin memperkuat posisi penting pemerintah desa serta memberikan 

tanggung jawab tersendiri kepada Pemerintah Kabupaten dan Provinsi. 

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan 

pemberdayaan masyarakat dan desa, Dinas PMD Provinsi Kalsel perlu terlebih 

dahulu mengidentifikasi akar – akar permasalahan dan masalah yang dihadapi 

selama ini. Identifikasi atas keduanya berperan penting untuk menetapkan isu – isu 

strategis Dinas PMD Provinsi Kalsel dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Akar 

– akar permasalahan dan masalah yang dapat diidentifikasi pada Dinas PMD 

Provinsi Kalsel yakni sebagai berikut : 

Tabel 3.1   Pemetaan Akar Masalah, Masalah dan Masalah Pokok untuk 

Penentuan Isu Strategis 

No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

Urusan Bina Pemerintahan Desa 

1. Belum optimalnya 

pengelolaan 

lembaga ekonomi 

perdesaan 

(manajemen usaha) 

Belum optimalnya 

peran BUMDesa di 

desa 

 Revitalisasi BUMDesa 

di desa masih rendah 

  
Belum optimalnya 

pengelolaan pasar desa 

  

  
 Belum adanya 

pembentukan 

jaringan kemitraan 

ekonomi desa 

 Belum optimalnya 

produk unggulan 

perdesaan 

 Belum semua desa 

menerapkan 

 Pembentukan jaringan 

kemitraan ekonomi desa 

masih rendah 

 Produk unggulan 

perdesaan masih rendah 

 Kerjasama antar desa 

dengan lembaga non 

pemerintah masih 

rendah 
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No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

kerjasama desa 

dengan lembaga 

non pemerintah 

  
Belum semua desa 

mempunyai regulasi 

tentang pembinaan dan 

pengawasan 

penyelenggaraan 

pemerintahan desa 

Aparatur desa belum 

memiliki kemampuan 

dalam menyusun regulasi 

tentang pembinaan dan 

pengawasan 

penyelenggaraan 

pemerintahan desa 

2. Belum optimalnya 

peran dan fungsi 

lembaga 

kemasyarakatan 

Belum semua 

masyarakat desa 

melakukan peningkatan 

keberdayaan dan 

pembentukan modal 

sosial budaya di desa 

Pembangunan Sumber Daya 

Manusia dalam peningkatan 

keberdayaan dan 

pembentukan modal sosial 

budaya masyarakat desa 

masih rendah 

Belum optimalnya 

sinergitas lintas sektor 

antara SKPD di 

Provinsi dan Kabupaten 

mengenai peningkatan 

layanan sosial dasar 

 Layanan pendidikan, 

kependudukan, hunian 

yang layak dan 

kesehatan dan gizi 

keluarga di perdesaan 

masih rendah 

 Terdapat perkawinan 

anak di bawah umur di 

desa 

 Terdapat 

penyalahgunaan 

NAPZA  di desa 

3. Masih terdapat desa 

dengan status desa 

tertinggal dan 

sangat tertinggal 

 Belum semua desa 

melakukan 

pengembangan 

sarana dan 

prasaranya untuk 

mendukung 

kawasan perdesaan 

dalam bentuk 

regulasi 

 Belum optimalnya 

pengelolaan desa 

wisata 

 Belum semua 

kabupaten 

menerapkan desa 

tematik 

 Desa yang memiliki 

regulasi tentang 

pembangunan kawasan 

perdesaan masih rendah 

 Pembangunan desa 

menjadi desa wisata 

masih rendah 

 Pembangunan desa 

menjadi desa tematik 

(berciri khas) masih 

rendah 

  
Rendahnya 

pengembangan 

kawasan perdesaan 

untuk mendorong 

Aparatur desa belum 

memiliki kemampuan 

dalam menyusun regulasi 

tentang pembinaan dan 
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No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

keterkaitan desa-kota pengawasan 

penyelenggaraan 

pemerintahan desa 

4. 

 

 

 

Rendahnya Indeks 

Desa Membangun 

 

 

Belum semua desa 

mempunyai aparatur 

desa yang memahami 

pengelolaan 

pemerintahan desa 

dengan baik 

 Pemilihan kepala desa 

masih belum dikelola 

dengan baik 

 Belum terintegrasinya 

perencanaan 

pembangunan desa dan 

perencanaan 

pembangunan daerah 

 Laporan 

pertanggungjawaban 

Kepala Desa masih 

belum baik 

 SOTK pemerintah desa 

masih belum sesuai 

dengan peraturan yang 

berlaku 

 SOP pemerintah desa 

masih belum ada 

Belum semua desa 

memiliki administrasi 

keuangan dan aset desa 

yang transparan dan 

akuntabel 

 Terdapat desa yang 

masih belum tertib 

terkait administrasi 

pengelolaan aset desa 

 Terdapat desa yang 

belum menerapkan 

pengadaan barang dan 

jasa secara terbuka 

untuk public 

4. Rendahnya Indeks 

Desa Membangun 
Belum semua desa 

menerapkan sistem 

administrasi 

pemerintahan desa 

berbasis ITE 

 Terdapat desa yang 

belum menerapkan 

sistem informasi 

pengelolaan keuangan 

desa 

 Terdapat desa yang 

belum menerapkan 

sistem informasi 

pengelolaan aset desa 

 Terdapat desa yang 

belum mendapatkan 

jaringan internet 
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3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Terpilih 2021-2026 

3.2.1  Visi Kepala Daerah 2021-2026 

Visi Pembangunan dalam lima tahun kedepan yang merupakan Visi 

Kepala Daerah terpilih yang ditetapkan sebagai visi Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Tahun 2021 – 2026 yaitu: “Kalsel Maju (Kalimantan Selatan 

Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) sebagai Gerbang Ibukota Negara”.  

Untuk mendukung perwujudan visi tersebut terdapat tiga elemen utama 

yang diprioritaskan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yakni Makmur 

Sejahtera, Berkelanjutan dan Gerbang Ibukota Negara. Peran Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan terhadap lima elemen utama 

tersebut adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.2  Lima Elemen Utama Prioritas Pemprov Kalimantan Selatan 

 

Kondisi Lima Tahun Kedepan 

 

Peran Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa 

Makmur Sejahtera, Terpenuhinya kebutuhan 

masyarakat, Jasmani, Rohani, Aman dan 

Sentosa 

Terpenuhinya kebutuhan masyarakat di 

desa secara jasmani, rohani, aman dan 

sentosa 

Berkelanjutan, Pembangunan dengan 

memperhatikan keseimbangan antara sosial, 

ekonomi dan lingkungan 

Pembangunan desa dengan 

memperhatikan pertumbuhan ekonomi 

desa, menurunkan kemiskinan di desa dan 

meningkatkan kualitas lingkungan di 

desa. 

Gerbang Ibukota Negara, Kalimantan Timur 

ditetapkan sebagai ibukota Negara yang 

Baru. Kalimantan Selatan dari letaknya yang 

strategis menjadi Ibukota Negara Baru. 

 

 

3.2.2 Misi Kepala Daerah 2021 - 2026 

Berdasarkan visi dijelaskan sebelumnya, maka ditetapkan misi 

pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 - 

2026 sebagai berikut : 

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur; 

2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata; 

3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian; 

4. Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik; 

5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana. 
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Misi-misi ini kemudian dijabarkan lagi dalam rencana proyek prioritas 

daerah dalam tabel berikut: 

Tabel 3.3  Misi dan Rencana Proyek Prioritas Daerah RPJMD  

No Misi Rencana Proyek Prioritas Daerah 

1. Membangun 

Sumber Daya 

Manusia yang 

Berkualitas dan 

Berbudi Pekerti 

Luhur 

 

- Memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat melalui ketahanan 

terhadap penyakit menular, penurunan perkawinan anak, 

stunting, AKI/AKB berbasis pemberdayaan dasawisma 

- Meningkatkan pendidikan vokasi berbasis Link and Match 

berkeluaran sesuai dengan dunia usaha 

- Beasiswa untuk masyarakat tidak mampu jenjang SMA dan S1. 

Beasiswa S1, S2, S3 untuk ASN 

- Memperkuat Balai Latihan Kerja untuk meningkatkan 

keterampilan berbasis digital 

- Memperkuat nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya 

- Meningkatkan Indeks Kepemudaan dan Prestasi Olahraga 

2. Mendorong 

Pertumbuhan 

Ekonomi yang 

Merata 

- Mendorong ekonomi syariah (memperkuat BAZNAS) 

- Hilirisasi Industri Pertambangan dan Pertanian 

- Mengembangkan pariwisata  berbasis alam (Ekowisata) 

- Mendorong Ekonomi Kreatif Kearifan Lokal Berbasis Teknologi 

Digital 

- Mendorong perdagangan berbasis Ekonomi Digital 

3. Memperkuat 

Sarana 

Prasarana Dasar 

dan 

Perekonomian 

- Pemenuhan sarana prasarana dasar untuk standar hidup layak 

- Pembangunan Kawasan Ekonomi Baru mendukung IKN 

- Meningkatkan konektivitas kawasan pertumbuhan ekonomi 

- Pemenuhan sarana prasarana pendukung perekonomian 

- Penyediaan sumber energi terbarukan bagi pemenuhan 

kebutuhan energi 

- Pemenuhan kecepatan akses internet dan pengurangan blank spot 

4. Tata Kelola 

Pemerintahan yg 

Lebih Fokus 

pada Pelayanan 

Publik 

- Pengembangan Smart Province (Provinsi Cerdas) 

- Mempermudah perijinan dengan Online Single Submission 

(OSS) 

- Menjaga stabilitas bidang politik, hukum dan keamanan 

(Polhukam) 

5. Menjaga 

Kelestarian 

Lingkungan dan 

Memperkuat 

Ketahanan 

Bencana  

- Pembangunan ramah lingkungan 

- Revolusi Hijau 

- Pengendalian kebakaran hutan dan lahan 

- Pengendalian banjir 

- Pengendalian pencemaran lingkungan 
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Pembangunan Kalimantan Selatan pada RPJM Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021, merupakan tahapan ketiga dari pelaksanaan 

RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 yang fokus pada 

pemantapan fondasi pembangunan daerah tentunya akan menuntut perhatian lebih, 

karena tidak hanya untuk melanjutkan hal-hal yang belum terselesaikan, juga dalam 

rangka melaksanakan rencana pembangunan tahapan ketiga dari RPJP Daerah, dan 

juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul dimasa yang akan datang. Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bagian 

dari upaya pencapaian visi RPJMD dan memiliki peran pada misi 2, 4 dan 5. 

 

3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga 

Keberadaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 semakin 

memperkuat posisi penting pemerintah desa. Kebijakan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah pusat semakin memperkokoh pentingnya pembinaan terhadap desa dan 

kelurahan yang ada di Indonesia. Hal ini tercermin dalam arah kebijakan dan strategi 

pembangunan desa sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) Tahun 2020 s/d 2024 sebagai berikut : 

 

Tabel 3.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Desa RPJMN 2020 - 2024 

Arah 

kebijakan 

Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong 

transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa 

Strategi 1. Tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas 

aparatur desa, pendampingan, peran serta masyarakat desa yang 

inklusif; 

2. Penetapan batas desa; 

3. Pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan dan 

kawasan perdesaan, pengembangan BUMDesa/BUMdes Bersama; 

4. Peningkatan pelayanan dasar desa; 

5. Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk mendorong kegiatan 

produktif, memberdayakan masyarakat desa termasuk membiayai 

pendamping local desa; dan 

6. Penguatan peran kecamatan sebagai pusat perubahan dan 

pertumbuhan, serta pembinaan dan pengawasan desa. 

Adapun isu strategis yang dimiliki oleh Kementerian Desa Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.5 Isu Strategis Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi RI 

Aspek Isu-isu Strategis 

Ekonomi dan 

Investasi 

 Kurang berkembangnya usaha Bumdesa dan Bumdesa Bersama 

 Rendahnya akses modal untuk usaha di perdesaan 

 Masih rendahnya pemanfaatan sumberdaya alam local sebagai 

produk unggulan perdesaan 

 Kurangnya promosi dan kerjasama kemitraan ekonomi dan 

investasi 

Sosial, 

Budaya dan 

Lingkungan 

 Belum optimalnya penanganan stunting di desa 

 Rendahnya kapasitas dan kompetensi SDM perdesaan 

 Potensi konflik pertanahan 

 Memudarnya nilai-nilai kearipan lokal, gotong royong, dan modal 

sosial 

 Semakin terbatasnya lahan transmigrasi dengan kriteria lahan clear 

and clean (2C) serta semakin sulit dipenuhinya kriteria lokasi layak 

huni, layak usaha, layak berkembang 

 Kurang optimalnya pengelolaan lingkungan hidup perdesaan 

(pengelolaan SDA berwawasan lingkungan, pengelolan sampah, 

polusi, rehabilitasi lahan, mitigasi bencana) 

Sarana dan 

Prsarana 

 Terbatasnya sarana dan prasarana dasar (Pendidikan, kesehatan, 

transportasi, telekomunikasi, air bersih dan sanitasi,elektrifiksi) 

 Kurangnya aksesibitas dan konektivitas antar desa dalam kawasan 

dan antar kawasan 

 Belum optimalnya infrastrukur digitalisasi perdesaan (desa online) 

 Terbatasnya sarana dan prasarana pasca panen produk unggulan 

kawasan perdesaan 

Tatakelola 

(manajemen) 

 Masih belum optimalnya pemanfaatan dana 

 Belum terintegrasinya program dan kegiatan lintas K/L/D/M di 

perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi 

 Terbatasnya regulasi (NSPK) pembangunan dan pemberdayaan 

perdesaan 

 Belum optimalnya distribusi pendampingan ke desa-desa tertinggal 

 Kurangnya kualitas perencanaan pembangunan perdesaan (desa, 

kawasan perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi) 

 Belum adanya roadmap pembangunan perdesaan 

 Belum optimalnya kuantitas dan kualitas bantuan kepada 
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Aspek Isu-isu Strategis 

masyarakat, pemanfaatannya dan keberlanjutannya 

 Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dalam 

mendukung good governance 

 

 Salah satu kebijakan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi RI yakni adanya Indeks Desa Membangun (IDM) yang 

merupakan Indeks Komposit dengan tiga indeks yaitu Indeks Ketahanan Sosial, 

Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Ekonomi 

dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan 

dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk 

menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di 

mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan 

menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa.  

Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 

Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan,didasarkan dan memperkuat 

nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi 

sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan 

sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses 

dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.   

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa 

berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta 

Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi 

dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah 

sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah 

Desa yaitu tipologi dan modal sosial.   

Berdasarkan isu-isu strategis yang ada maka disusun target kinerja 

Kemendesa, PDT dan Transmigrasi yang nantinya menjadi dasar bagi kinerja Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel dengan detail sebagai berikut: 
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Tabel 3.6 Target Kinerja Kemendesa, PDT dan Transmigrasi yang 

Berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

  
Tujuan/Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Target 
Satuan 

2022 2023 2024 

1. Mendorong terwujudnya desa berkembang dan mandiri serta kolaborasi 

perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan secara 

berkelanjutan 

a. Berkembang nya 

status 

pembangunan desa 

Jumlah desa 

mandiri 

3.944 5.444 6.444 Desa 

Jumlah desa 

berkembang 

56.791 58.291 59.291 Desa 

Jumlah desa 

tertinggal 

14.402 11.652 9.152 Desa 

b. Meningkatnya 

status 

perkembangan 

Kawasan 

Perdesaan  

Nilai rata-rata 

indeks 

perkembangan 62 

Kawasan 

Perdesaan 

Prioritas Nasional 

(KPPN) 

55,5 57,2 58,70 Nilai 

Nilai rata-rata 

indeks 

perkembangan 30 

Kawasan 

Perdesaan 

Prioritas 

Kementerian 

54 55,5 57 Nilai 

c.Menurunnya 

angka kemiskinan 

di perdesaan 

Persentase 

kemiskinan di 

perdesaan 

11,60 10,80 9,90 Persen 

tase 

2. Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di desa dan perdesaan, daerah 

tertinggal dan Kawasan Transmigrasi 

a.Terevitalisasi nya 

BUMDesa 

Jumlah BUMDesa 

berkembang 

7.500 9.000 10.000 BUMDesa 

Jumlah BUMDesa 

maju 

1.150 1.450 1.800 BUMDesa 
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Tujuan/Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Target 
Satuan 

2022 2023 2024 

b.Terevitalisasi nya 

BUMDesa 

Bersama  

Jumlah BUMDesa 

Bersama 

berkembang 

245 270 300 BUMDes 

ma 

Jumlah BUMDesa 

Bersama maju 

155 175 200 BUMDes 

ma 

c.Meningkatnya 

investasi di 

perdesaan 

mendukung 

transformasi 

ekonomi 

Persentase 

kenaikan investasi 

di perdesaan 

1,75 2 2,50 Persentase 

Sumber : Dokumen Renstra Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2020 s/d 2024 

 

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi merupakan salah satu 

kementerian/lembaga yang berbasis kewilayahan dengan target sasaran desa priotitas 

sebanyak 10.000 desa dari 74.953 desa di seluruh Indonesia, kemudian dari 271 

kawasan perdesaan ditetapkan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dan 

30 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian. Lokus Kawasan Perdesaan Prioritas 

tersebut pada Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.7 Lokus Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian pada 

Provinsi Kalimantan Selatan 

No. Tema Lokus Kabupaten Kawasan 

1. Distribusi Lokus Prioritas 62 

Kawasan Perdesaan Prioritas 

Nasional 

Barito Kuala Kawasan Perdesaan 

Pertanian Tanaman Pangan 

Banjar Kawasan Perdesaan 

Agrominapolitan 

2. Distribusi Lokasi Kawasan 

Perdesaan Prioritas 

Kementerian 

Hulu Sungai 

Selatan 

Kawasan Perdesaan Sentra 

Industri Makanan Ringan 

Sumber : Dokumen Renstra Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2020 s/d 2024 

Adapun isu strategis selanjutnya dari Kementerian Dalam Negeri adalah 

sebagai berikut: 

a. Masih rendahnya efektivitas kelembagaan yang melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerinatahan desa 
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b. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam mengelola 

pemerintahan desa 

c. Masih rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara 

pemerintah desa kepada masyarakat 

d. Masih kurangnya akses masyarakat terhadap berbagai informasi dalam 

penyelenggaran pemerintahan desa 

e. Masih lemahnya koodinasi antar Kementerian/Lembaga dipusat serta pemerintah 

daerah dalam pelaksanaan pembinaan desa 

f. Belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa 

g. Masih rendahnya jumlah desa dengan klasifikasi desa swasembada. 

 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD Provinsi 

3.4.1    Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah 

Konsep Pengembangan Provinsi Kalimantan Selatan dipengaruhi oleh 

beberapa kebijakan nasional antara lain optimalisasi jalur Alur Laut Kepulauan 

Indonesia II, rencana pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur, rencana 

pembangunan Food Estate di Kalimantan Tengah dan kecenderungan peralihan dari 

ekonomi ekstraktif menuju non ekstraktif serta potensi pengembangan sektor 

kelautan dan pariwisata. Oleh karena itu diperlukan adanya koordinasi dan 

kolaborasi melingkupi pemenuhan kebutuhan mobilitas, infrastruktur untuk ekonomi 

yang terintegrasi serta mewujudkan lingkungan wilayah yang sehat, cerdas dan 

efisien.  

 

3.4.2.   Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sendiri merupakan 

serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan 

bahwa kaidah pembangunan yang berkelanjutan telah dijadikan dasar dan terintegrasi 

dalam pembangunan wilayah. KLHS bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan 

dan program telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan 

yakni: 

a. Prinsip saling ketergantungan antar wilayah, antar sektor, antar pemangku 

kepentingan dan antar kesatuan ekosistem; 

b. Prinsip keseimbangan yakni keselarasan proporsional antara kepentingan 

ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup/ekologi; 

c. Prinsip keadilan dalam memperoleh manfaat pembangunan baik antar generasi 

maupun antar kelompok masyarakat dalam satu generasi di daerah 
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Pada laporan KLHS RPJMD Kalimantan Selatan Tahun 2021 s/d 2026, 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki peran dalam rekomendasi 

skenario pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan upaya tambahan 

sebagai berikut: 

Tabel 3.6 Rekomendasi Skenario Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan dengan Upaya Tambahan 

Target Tujuan Berkelanjutan Isu Strategis Rekomendasi 2021-2026 

Secara progresif mencapai dan 

mempertahankan pertumbuhan 

pendapatan penduduk yang 

berada di bawah 40% dari 

populasi pada tingkat yang lebih 

tinggi dari rata-rata nasional. 

Masih adanya desa 

tertinggal 

- Peningkatan PAD Desa,  

- Peningkatan Infrastruktur 

Perdesaan,  

- Peningkatan Kapasitas SDM 

dan Aparatur Desa,  

- Peningkatan Kualitas Data 

Pembangunan Desa 

 

Selanjutnya implikasi dari keberadaan RTRW dan KLHS terhadap 

pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pemangku kebijakan 

dapat digambarkan pada sebagai berikut: 

 

Tabel 3.7  Faktor Penghambat dan Pendorong Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS 

No. Telaahan 
Permasalahan  

Dinas PMD 

Faktor 

Penghambat Pendukung 

1. Implikasi 

RTRW 

Perlunya Dinas PMD 

Provinsi Kalsel 

melakukan pembinaan 

terkait penggunaan 

RTRW sebagai dasar 

perencanaan desa 

Dokumen 

RTRW masih 

belum 

sepenuhnya 

dimanfaatkan 

dalam 

perencanaan 

desa 

- Terdapat kegiatan-

kegiatan pendukung 

di Dinas PMD 

untuk melakukan 

pembinaan dalam 

mendorong 

pemanfaatan 

dokumen RTRW 

oleh desa 

2. Implikasi 

KLHS 

Masih adanya desa 

tertinggal 

- Belum 

maksimalnya 

pencapaian 

target desa 

tertinggal yang 

telah 

ditetapkan 

setiap tahunnya 

- Indeks Desa 

Membangun (IDM) 

menjadi dasar 

penghitungan bagi 

pencapaian kinerja  

- Kenaikan status 

desa tertinggal 

menjadi desa 

berkembang 

menjadi indikator 

kinerja utama  
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3.5 Penentuan Isu - Isu Strategis 

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan RPJMD Provinsi 

Kalimantan Selatan, Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga Pusat dan 

telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD dapat disimpulkan isu – 

isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan 

Tahun 2021 s/d 2026 sebagai berikut : 

 

Tabel 3.8 Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi 

Kalimantan Selatan 

Isu Strategis Masalah Pokok 

Rendahnya tingkat 

perkembangan desa 

Rendahnya penyusunan regulasi pembinaan dan 

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa 

Rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa 

dalam mengelola pemerintahan desa 

Rendahnya pengelolaan keuangan dan aset desa 

yang akuntabel dan transparan 

Kurangnya desa yang menerapkan sistem 

pelayanan administrasi pemerintahan desa 

berbasis ITE 

Belum optimalnya peran 

lembaga kemasyarakatan pada 

pembangunan desa 

Belum optimalnya pembangunan sumber daya 

manusia, peningkatan keberdayaan, dan 

pembentukan modal sosial budaya masyarakat 

Desa 

Belum optimalnya sinergisitas lintas sektor 

dalam layanan sosial dasar 

Rendahnya Kapasitas 

Perekonomian Masyarakat 

Desa 

Belum optimalnya revitalisasi BUMDesa 

Rendahnya pengelolaan pasar desa 

Rendahnya pembentukan jaringan kemitraan 

ekonomi desa 

Belum optimalnya 

pengembangan kawasan 

perdesaan 

Rendahnya pengelolaan keberlanjutan 

lingkungan perdesaan berwawasan lingkungan 

Rendahnya pengembangan kawasan perdesaan 

untuk mendorong keterkaitan desa-kota 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN  

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

 

4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Demi mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah maka Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 

tujuan dan sasaran yang akan dicapai lima tahun kedepan yakni: 

4.1.1. Menurunnya status desa tertinggal 

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tujuan peningkatan 

status desa tertinggal menjadi desa berkembang sebagai berikut : 

Permasalahan 

Kondisi 

Awal 

RPJMD  

Tahun 

2021 

Tahun 

2022 

Tahun 

2023 

Tahun 

2024 

Tahun 

2025 

Tahun 

2026 

Masih terdapat 

desa dengan 

status desa 

tertinggal dan 

sangat tertinggal 

223 125 30 38 30 0 0 

 

4.1.2. Meningkatnya status desa menjadi mandiri 

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tujuan peningkatan 

status desa maju menjadi desa mandiri sebagai berikut : 

Permasalahan 

Kondisi 

Awal 

RPJMD 

Tahun 

2021 

Tahun 

2022 

Tahun 

2023 

Tahun 

2024 

Tahun 

2025 

Tahun 

2026 

Belum semua 

desa menjadi 

desa mandiri 

6 28 38 48 58 68 78 
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TABEL T-C 25 

TUJUAN DAN SASARAN RENCANA JANGKA MENENGAH PELAYANAN  

DINAS PMEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 
 

TUJUAN ISU STRATEGIS SASARAN 
INDIKATOR 

SASARAN 

TARGET 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. Menurunnya 

status Desa 

Tertinggal 

2. Meningkatnya 

status desa 

menjadi Desa 

Mandiri 

3. Meningkatkan 

kualitas 

pelayanan publik 

 

Rendahnya tingkat 

perkembangan desa 

Meningkatnya desa 

dengan tata kelola 

pemerintahan desa 

yang baik  

Persentase desa dengan 

tata kelola 

pemerintahan desa 

yang baik 

14% 14% - - - - 

Meningkatnya 

kepuasan atas 

pelayanan 

Pemerintahan Desa 

Indeks Kepuasan 

Pelayanan 

Pemerintahan Desa 

- - 62 64 66 68 

Belum optimalnya peran 
lembaga 

kemasyarakatan pada 

pembangunan desa 

Meningkatkan Indeks 

Ketahanan Sosial 

Indeks Ketahanan 

Sosial 

0,75 0,76 0,78 0,79 0,81 0,83 

Rendahnya kapasitas 
perekonomian desa 

Meningkatnya Indeks 

Ketahanan Ekonomi 

Indeks Ketahanan 

Ekonomi 

0,58 0,60 0,61 0,62 0,64 0,65 

Belum optimalnya 
pengembangan kawasan 

perdesaan 

Meningkatnya Indeks 

Ketahanan 

Lingkungan 

Indeks Ketahanan 

Lingkungan 

0,68 0,69 0,77 0,78 0,79 0,80 
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TUJUAN ISU STRATEGIS SASARAN 
INDIKATOR 

SASARAN 

TARGET 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 Belum optimalnya 

kapasitas dan kualitas 

pelayanan aparatur 

dalam mendukung 

efektivitas tata kelola 

pemerintahan daerah 

Meningkatnya 

Indeks Kepuasan 

terhadap Layanan 

Kesekretariatan 

Indeks Kepuasan 

terhadap Layanan 

Kesekretariatan 

85 

poin 

80 

poin 

100 

poin 

100 

poin 

100 

poin 

100 

poin 
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Perangkat indikator dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan 

berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka 

kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi 

menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa 

untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, 

didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan 

dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam 

konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang 

memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat Desa.  

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa 

berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta 

Pendamping Desa.  Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi 

dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah 

sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah 

Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan 

Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan 

Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. 

1. Indeks Ketahanan Sosial, dilengkapi dengan data pada bagian kesehatan yang 

terdiri dari data ketersediaan sarana kesehatan, rumah sakit, rumah sakit bersalin, 

puskesmas rawat inap, puskesmas tanpa rawat inap, puskesmas pembantu, rumah 

bersalin, poliklinik/balai pengobatan, tempat praktek dokter, tempat praktek 

bidan, apotik, ketersediaan tenaga kesehatan bidan, ketersediaan tenaga kesehatan 

dokter, ketersediaan tenaga kesehatan lainnya, akses ke poskesdes/ polindes dan 

posyandu, tingkat kepesertaan BPJS/JKN/KIS, derajat kesehatan dan gizi buruk, 

sasaran 1000 hari pertama kehidupan (HPK), pengukuran tikar pertumbuhan usia 

anak 0 – 23 bulan, dan kelengkapan konvergensi paket layanan pencegahan 

stunting bagi 1000 HPK. Pada bagian pendidikan, dilengkapi dengan data terkait 

akses ke pendidikan dasar dan menengah, data tingkat pendidikan, akses ke 

pendidikan non-formal usia 3 – 5 tahun, dan akses pengetahuan, modal sosial, 

keamanan warga, kesejahteraan sosial. Pada bagian permukiman, dilengkapi 

dengan data terkait akses air bersih dan air minum, akses sanitasi, akses listrik, 

dan akses informasi dan komunikasi. Indeks Ketahanan Sosial didukung dengan 

indikator kinerja sebagai berikut: 

a. Jumlah lembaga kemasyarakatan di desa yang terfasilitasi dalam 

peningkatan kapasitas dan diberdayakan; 
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b. Jumlah desa yang memiliki peningkatan keberdayaan kesehatan; 

c. Jumlah desa yang memiliki peningkatan solidaritas sosial; 

d. Jumlah desa yang memiliki peningkatan kebudayaan dan kesejahteraan 

masyarakat desa. 

2. Indeks Ketahanan Ekonomi, dilengkapi dengan data terkait keragaman produksi 

masyarakat desa, akses ke pusat perdagangan, akses distribusi / logistik, akses 

Lembaga keuangan, ketersediaan Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah. 

Indeks Ketahanan Ekonomi didukung dengan indikator kinerja sebagai berikut: 

a. Jumlah desa yang mengalami peningkatan lembaga ekonomi desa; 

b. Jumlah desa yang mengalami peningkatan keragaman produksi masyarakat 

desa. 

3. Indeks Ketahanan Lingkungan, dilengkapi dengan data terkait kondisi lingkungan 

dan potensi bencana. Indeks Ketahanan Lingkungan didukung dengan indikator 

kinerja sebagai berikut: 

a. Jumlah desa yang memiliki peningkatan sarana prasarana desa dan kawasan 

perdesaan; 

b. Jumlah desa yang memiliki peningkatan sumber daya alam. 

 

Indeks Desa Membangun selain Indeks Ketahanan Sosial, Indeks 

Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan perlu dilengkapi pula 

dengan peningkatan kapasitas pemerintahan desa melalui dua sasaran yakni 

meningkatnya desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik kemudian pada 

tahun 2023 dilanjutkan oleh peningkatan kepuasan pelayanan pemerintahan dengan 

indikator kinerja sebagai berikut: 

a. Jumlah desa yang mengalami peningkatan pengelolaan administrasi 

pemerintahan desa dengan baik; 

b. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antardesa; 

c. Jumlah desa yang mengalami peningkatan pengelolaan administrasi 

keuangan dan asset desa dengan baik; 

d. Jumlah desa yang berprestasi; 

e. Jumlah desa yang memiliki profil paling terbaru. 
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan 

 Strategi dan arah kebijakan merupakanrumusan perencanaan tentang 

bagaimana mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Rumusan strategi 

merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai 

yang kemudian dipertegas dengan keberadaan arah kebijakan. 

 Penyusunan strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa Provinsi Kalsel tentunya harus sejalan dengan tema pembangunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026. 

 

Tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026 

2022 2023 2024 2025 2026 

Memantapkan 

pemulihan 

ekonomi dan 

sosial dengan 

memperhatikan 

lingkungan 

Penguatan 

daya saing 

SDM untuk 

meningkatkan 

perekonomian 

berkelanjutan 

Peningkatan 

kualitas daya 

saing daerah 

untuk 

mendukung 

sektor utama 

yang sinergi 

dengan 

kebijakan 

nasional 

Pemantapan 

kualitas daya 

saing daerah 

menuju 

kemandirian 

melalui 

intensitas 

kerjasama 

yang 

mendukung 

pembangunan 

Mewujudkan 

kemandirian 

daerah 

menuju 

Kalimantan 

Selatan yang 

makmur dan 

sejahtera 

 

 Tema Pembangunan ini menjadi dasar bagi arah kebijakan pembangunan 

Provinsi Kalimantan Selatan. 
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Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026 

2022 2023 2024 2025 2026 

Menguatkan 

pijakan 

menuntaskan 

Pandemi 

COVID-19 

dengan 

perkuatan 

SDM 

(khususnya 

kesehatan 

masyarakat) 

dan mulai 

peningkatan 

perekonomian 

skala besar 

Peningkatan 

kualitas SDM 

(seluruh aspek) 

dalam 

mendukung 

perekonomian 

yang 

berkelanjutan 

dengan tetap 

memperhatikan 

kelestarian 

lingkungan 

Peningkatan 

kualitas 

SDM dan 

prasarana 

wilayah 

mendukung 

sektor-sektor 

unggulan 

daerah dan 

kebijakan 

nasional 

yang 

dilaksanakan 

di Kalsel 

Pengembangan 

kualitas SDM 

dan prasarana 

wilayah 

mendukung 

perekonomian 

berkelanjutan 

berpedoman 

pada 

pencapaian 

Pembangunan 

Global (SDGs) 

Memantantapkan 

kualitas SDM dan 

prasarana wilayah 

menuju Kalsel 

MAJU (Makmur, 

Sejahtera dan 

Berkelanjutan) 

 

Keselarasan Visi, Misi RPJMD 2021-2026  Kalimantan Selatan dengan 

tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa Provinsi Kalimantan Selatan tergambar dalam tabel berikut: 
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Tabel T-C 26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel 

 

VISI : “Kalsel Maju (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) sebagai Gerbang Ibukota Negara”  

MISI 2 Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata 

TUJUAN: Menurunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan 

SASARAN: Meningkatnya Pendapatan masyarakat 

Tujuan  Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

1. Meningkatnya status Desa 

Tertinggal menjadi Desa 

Berkembang 

 

2. Meningkatnya status Desa Maju 

menjadi Desa Mandiri 

1. Meningkatnya Indeks Ketahanan 

Ekonomi 

  

a. Meningkatkan kapasitas perekonomian 

lembaga dan masyarakat desa 

1. Peningkatan kapasitas Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDesa) 

dan Badan Usaha Milik Desa 

Bersama (BUMDesma) baik 

dari segi permodalan maupun 

SDM 

2. Pengembangan pasar desa  

3. Pengembangan produk 

unggulan desa 

4. Pengembangan kawasan 

ekonomi perdesaan 

5. Pembinaan terhadap Lokus 

Prioritas Kawasan Perdesaan 

Nasional di Provinsi Kalsel 

pada: 

- Kawasan Perdesaan 

Pertanian Tanaman Pangan 

Kabupaten Barito Kuala 
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- Kawasan Perdesaan Agro 

Minapolitan Kabupaten 

Banjar 

MISI 4 Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik 

TUJUAN: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan 

SASARAN: Meningkatnya Pelayanan Publik 

Tujuan  Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

1. Menurunnya status desa tertinggal 

2. Meningkatnya status desa menjadi 

desa mandiri 

 

 

1. Meningkatnya desa dengan tata 

kelola pemerintahan desa yang 

baik 

2. Meningkatnya kepuasan atas 

pelayanan Pemerintahan Desa 

 

a. Meningkatkan kapasitas pemerintahan 

desa 

1. Penataan desa 

2. Peningkatan pelayanan 

pemerintahan desa 

3. Fasilitasi penyusunan peraturan 

kabupaten terkait desa 

4. Peningkatan kapasitas aparatur 

pemerintahan desa 

5. Fasilitasi produk hukum desa 

6. Fasilitasi keuangan dan aset 

desa 

7. Fasilitasi pemilihan, 

pengangkatan dan 

pemberhentian kepala desa 

8. Peningkatan pengembangan 

desa 

9. Fasilitasi inovasi desa 

 1. Meningkatnya Indeks Ketahanan 

Sosial 

a. Meningkatkan peran lembaga 

kemasyarakatan di desa 

1. Peningkatan kapasitas lembaga 

adat 
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2. Peningkatan kapasitas LPM 

3. Peningkatan kapasitas Kader 

Pemberdayaan Masyarakat 

MISI 5 Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana 

TUJUAN: Menguatnya Kualitas Lingkungan Hidup 

SASARAN: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca 

Tujuan  Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

1. Meningkatnya status Desa 

Tertinggal menjadi Desa 

Berkembang 

2. Meningkatnya status Desa Maju 

menjadi Desa Mandiri 

Meningkatnya Indeks Ketahanan 

Lingkungan 

a. Meningkatkan pengembangan kawasan 

perdesaan 

b. Meningkatkan upaya pemulihan SDA di 

desa 

c. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi 

Tepat Guna 

1. Peningkatan sarana prasarana 

perdesaan 

2. Peningkatan kawasan perdesaan 

di kabupaten/kota 

3. Peningkatan kapasitas peran 

kelompok masyarakat desa 

dalam pemulihan SDA 

4. Peningkatan kapasitas 

Posyantek terkait Teknologi 

Tepat Guna 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,  

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 

 

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi dan Arah Kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, disusunlah rencana 

program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang diharapkan dapat tercapai pada akhir periode Rencana Strategis 

2021-2026 sebagai berikut: 

 

Pagu Indikatif (Rp.) Pagu Indikatif (Rp.) Pagu Indikatif (Rp.) Pagu Indikatif (Rp.) Pagu Indikatif (Rp.) Pagu Indikatif (Rp.) Pagu Indikatif (Rp.)

Presentase Kenaikan Status Desa 

Berdasarkan Indeks Desa 

Membangun

Nilai SAKIP Dinas PMD A

Persentase Penatausahaan 

Keuangan dan Aset
80%

Persentase Pelayanan Umum dan 

Kepegawaian
80%

2
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 

PELAYANAN DASAR
 Rp                   23.097.000.796 

2 13
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 

DESA
 Rp                   23.097.000.796  Rp                                  23.097.000.796 

2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Indeks Kepuasan terhadap Layanan 

Kesekretariatan
 Rp                   11.223.425.296  Rp                                  11.223.425.296 

2 13 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Indeks Kepuasan terhadap Layanan 

Kesekretariatan
 Rp                           510.000.000  Rp                                         510.000.000 

2 13 01 1.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen capaian kinerja  

yang disusun
laporan  Rp                           510.000.000 6 laporan  Rp                                         510.000.000 Dinas PMD SKPD

2 13 01 1.02 Administrasi Keuangan
Indeks Kepuasan terhadap Layanan 

Kesekretariatan
 Rp                      5.797.155.996  Rp                                     5.797.155.996 

2 13 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah bulan berjalannya 

kegiatan penyediaan

gaji dan tunjangan ASN

bulan  Rp                      5.496.537.996 12 bulan  Rp                                     5.496.537.996 Dinas PMD SKPD

2 13 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah bulan berjalannya 

kegiatan penyediaan

pelaksana tugas ASN

bulan  Rp                           157.200.000 12 bulan  Rp                                         157.200.000 Dinas PMD SKPD

2 13 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah laporan keuangan yang 

disusun
bulan  Rp                           143.418.000 12 bulan  Rp                                         143.418.000 Dinas PMD SKPD

100%

100% 100%

100%

100% 0%

0%

A

0%

14%

LokasiRencana Kerja 2021 Rencana Kerja 2022 Rencana Kerja 2023 Rencana Kerja 2024 Rencana Kerja 2025 Rencana Kerja 2026 Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah

Target Target

Unit Kerja Perangkat 

Daerah 

Penanggungjawab

Target Target Target Target

Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, 

Program, Kegiatan dan Sub 

Kegiatan'

Target
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2 13 01 1.05 Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah
Indeks Kepuasan terhadap Layanan 

Kesekretariatan
 Rp                              25.050.000  Rp                                            25.050.000 

2 13 01 1.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Jumlah pakaian kerja yang 

diadakan
buah  Rp                              25.050.000 82 buah  Rp                                            25.050.000 Dinas PMD SKPD

2 13 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indeks Kepuasan terhadap Layanan 

Kesekretariatan
 Rp                      2.531.503.400  Rp                                     2.531.503.400 

2 13 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah bulan berjalannya 

kegiatan komponeninstalasi listrik 

penerangan kantor

bulan  Rp                              29.966.800 12 bulan  Rp                                            29.966.800 Dinas PMD SKPD

2 13 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah bulan berjalannya 

kegiatan penyediaanperalatan 

dan perlengkapan kantor

bulan  Rp                              80.360.400 12 bulan  Rp                                            80.360.400 Dinas PMD SKPD

2 13 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah bulan berjalannya 

kegiatan penyediaanbahan 

logistik kantor

bulan  Rp                           325.906.400 12 bulan  Rp                                         325.906.400 Dinas PMD SKPD

2 13 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah bulan berjalannya 

kegiatan cetakan 

danpenggandaan

bulan 39.999.800Rp                              12 bulan  Rp                                            39.999.800 Dinas PMD SKPD

2 13 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bulan berjalannya 

kegiatan penyediaan bahan dan 

peraturan perundang-undangan

bulan  Rp                              18.700.000 12 bulan  Rp                                            18.700.000 Dinas PMD SKPD

2 13 01 1.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
Jumlah bulan berjalannya 

kegiatan fasilitasi kunjungan tamu
bulan  Rp                           982.035.000 12 bulan  Rp                                         982.035.000 Dinas PMD SKPD

2 13 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah bulan berjalannya 

kegiatan penyelenggaraan rapat 

koordinasi dan konsultasi

bulan  Rp                           982.035.000 12 bulan  Rp                                         982.035.000 Dinas PMD SKPD

2 13 01 1.06 11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 

SKPD

Jumlah bulan berjalannya 

pelaksanaan sistem 

pemerintahan berbasis elektronik 

SKPD

bulan  Rp                              72.500.000 12 bulan  Rp                                            72.500.000 Dinas PMD SKPD

2 13 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indeks Kepuasan terhadap Layanan 

Kesekretariatan
 Rp                           265.249.900  Rp                                         265.249.900 

2 13 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah peralatan dan mesin 

lainnya yang tersedia
buah  Rp                           265.249.900 50 buah  Rp                                         265.249.900 Dinas PMD SKPD

100%100%

100%

100% 100%

100%
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2 13 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indeks Kepuasan terhadap Layanan 

Kesekretariatan
 Rp                      1.252.000.000  Rp                                     1.252.000.000 

2 13 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah berjalannya kegiatan 

penyediaan jasa komunikasi, 

sumber daya air dan listrik

bulan  Rp                           252.000.000 12 bulan  Rp                                         252.000.000 Dinas PMD SKPD

2 13 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah bulan berjalannya 

kegiatan penyediaanjasa 

pelayanan umum kantor

bulan  Rp                      1.000.000.000 12 bulan  Rp                                     1.000.000.000 Dinas PMD SKPD

2 13 01 1.08 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indeks Kepuasan terhadap Layanan 

Kesekretariatan
 Rp                           842.466.000  Rp                                         842.466.000 

2 13 01 1.08 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan

Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah bulan berjalannya 

kegiatan penyediaan jasa 

pemeliharaan, biaya 

pemeliharaan pajak 

dankendaraan dinas

bulan  Rp                           614.870.000 12 bulan  Rp                                         614.870.000 Dinas PMD SKPD

2 13 01 1.08 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah bulan berjalannya 

kegiatan pemeliharaan peralatan 

dan mesin lainnya

bulan  Rp                           123.680.000 12 bulan  Rp                                         123.680.000 Dinas PMD SKPD

2 13 01 1.08 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah gedung kantor dan 

bangunan lainnya yang dipelihara 

dan direhabilitasi

bulan  Rp                           103.916.000 12 bulan  Rp                                         103.916.000 Dinas PMD SKPD

Persentase perkembangan desa 

yang baik
 Rp                           272.188.000 

2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA

Presentase Kenaikan Status Desa 

Berdasarkan Indeks Desa 

Membangun

 Rp                           272.188.000  Rp                                         272.188.000 

2 13 02 1.01
Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan 

Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat

Persentase perkembangan desa 

yang baik
 Rp                           272.188.000  Rp                                         272.188.000 

2 13 02 1.01 03 Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa

Jumlah aparatur desa yang 

mengetahui pelaksanaan 

penataan desa
orang  Rp                           272.188.000 44 orang  Rp                                         272.188.000 Dinas PMD 13 Kab/Kota

14%14%

100%

14% 14%

14% 14%

100%

100% 100%
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Persentase desa dengan sarana 

prasarana kawasan yang 

dimanfaatkan oleh masyarakat desa

 Rp                      1.644.559.800 

2 13 03 1.01 01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota

Jumlah aparatur yang mampu 

mengidentifikasi

potensi desa yang 

dikerjasamakan.

orang  Rp                           199.076.000 55 orang  Rp                                         199.076.000 Dinas PMD 13 Kab/Kota

2 13 03 1.01 03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Jumlah sarana prasarana 

perdesaan yang dibangun

dan diperbaiki
 unit  Rp                      1.445.483.800 23  unit  Rp                                     1.445.483.800 Dinas PMD 13 Kab/Kota

Persentase desa dengan tata kelola 

pemerintahan desa yang baik
 Rp                      4.099.789.300 

2 13 04 1.01 02 Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa

Jumlah aparatur desa yang 

mampu mengelola

administrasi pemerintah desa
orang  Rp                           273.140.400 44 orang  Rp                                         273.140.400 Dinas PMD 13 Kab/Kota

2 13 04 1.01 03 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

Jumlah aparatur desa yang 

mampu mengelola

administrasi pemerintah desa
orang  Rp                           205.143.400 55 orang  Rp                                         205.143.400 Dinas PMD 13 Kab/Kota

2 13 04 1.01 05 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Jumlah aparatur desa yang 

terampil dalam Sistem

Keuangan Desa
orang  Rp                           203.806.000 33 orang  Rp                                         203.806.000 Dinas PMD 13 Kab/Kota

2 13 04 1.01 06 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

Jumlah desa dengan 

penginventarisasian aset sesuai

dengan regulasi
desa  Rp                           180.764.000 33 desa  Rp                                         180.764.000 Dinas PMD 13 Kab/Kota

Jumlah desa yang berprestasi desa 6 desa

Jumlah kelurahan yang berpestasi kelurahan 6 kelurahan

2 13 04 1.01 09 Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan
Jumlah desa yang memiliki profil 

paling terbaru
desa  Rp                           194.007.900 50 desa  Rp                                         194.007.900 Dinas PMD 13 Kab/Kota

Jumlah BUMDESA yang maju buah 50 buah

Jumlah Pasar Desa yang aktif buah 50 buah

13 Kab/Kota

13 Kab/Kota

2 13 04 1.01 15
Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa 

Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa
 Rp                      2.442.841.600  Rp                                     2.442.841.600 Dinas PMD

 Rp                                     4.099.789.300 

2 13 04 1.01 08 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan  Rp                           600.086.000  Rp                                         600.086.000 Dinas PMD

14%  Rp                                     4.099.789.300 2 13 04 1.01

Presentase Kenaikan Status Desa 

Berdasarkan Indeks Desa 

Membangun

14%  Rp                      4.099.789.300 

Persentase desa dengan tata kelola 

pemerintahan desa yang baik
14%  Rp                      4.099.789.300 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

14%

2 13 4 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

14%

14%

14%  Rp                                     1.644.559.800 

Persentase desa dengan sarana 

prasarana kawasan yang 

dimanfaatkan oleh masyarakat desa

14%  Rp                      1.644.559.800 2 13 03 1.01  Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi

14%  Rp                                     1.644.559.800 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

Presentase Kenaikan Status Desa 

Berdasarkan Indeks Desa 

Membangun

14%  Rp                      1.644.559.800 2 13 3

14% 14%
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Persentase desa dengan lembaga 

kemasyarakatan yang aktif
 Rp                      5.857.038.400 

2 13 05 1.01 01 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
Jumlah lembaga adat dan budaya 

desa yang aktif 
buah  Rp                           672.603.400 11 buah  Rp                                         672.603.400 Dinas PMD 13 Kab/Kota

2 13 05 1.01 02

Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan 

Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, 

dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat 

Hukum Adat

Jumlah Kader Pemberdayaan 

Masyarakat yang

mampu dalam penanganan 

Prevalensi Stunting dan

perencanaan pembangunan desa

desa  Rp                      1.397.340.800 200 desa  Rp                                     1.397.340.800 Dinas PMD 13 Kab/Kota

Jumlah aparatur Pokjanal 

Posyandu yang dibina

dan dilatih
orang 715 orang

Jumlah kabupaten/kota yang 

dimonitoring dan

dievaluasi terkait SIP
kab/kota 13 kab/kota

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 

Desa yang aktif 
buah 37 buah

2 13 05 1.01 05
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah 

Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Jumlah kerjasama antar desa 

dalam pengembangan

ekonomi perdesaan
buah  Rp                           709.958.300 50 buah  Rp                                         709.958.300 Dinas PMD 13 Kab/Kota

Jumlah kelompok masyarakat 

desa yang

diberdayakan dalam pemulihan 

dan pemanfaatan

sumber daya alam

kelompok 5 kelompok

Jumlah Teknologi Tepat Guna yang 

dimanfaatkan

oleh masyarakat desa

Jumlah Teknologi Tepat Guna yang 

dimanfaatkan

oleh masyarakat desa

buah 30 buah

2 13 05 1.01 08
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan 

Masyarakat Desa

Jumlah layanan sosial dasar yang 

aktif
buah  Rp                           359.993.300 59 buah  Rp                                         359.993.300 Dinas PMD 13 Kab/Kota

2 13 05 1:01 09
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
Jumlah PKK yang berprestasi PKK  Rp                           718.400.000 13 PKK  Rp                                         718.400.000 Dinas PMD 13 Kab/Kota

 Rp                           842.800.000  Rp                                         842.800.000 Dinas PMD 13 Kab/Kota

2 13 05 1.01 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

2 13 05 1.01 03

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan 

Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), 

Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

 Rp                                     1.155.942.600 Dinas PMD 13 Kab/Kota Rp                      1.155.942.600 

14%  Rp                                     5.857.038.400 
Persentase desa dengan lembaga 

kemasyarakatan yang aktif
14%  Rp                      5.857.038.400 2 13 05 1.01

Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang 

Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta 

Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum 

Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota

14%  Rp                                     5.857.038.400 

Presentase Kenaikan Status Desa 

Berdasarkan Indeks Desa 

Membangun

14%  Rp                      5.857.038.400 2 13 5
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA 

ADAT DAN MASYARAKATHUKUM ADAT

14% 14%
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Persentase kenaikan status desa 

tertinggal menjadi desa 

berkembang

Persentase kenaikan status desa 

maju menjadi desa mandiri

Nilai SAKIP Dinas PMD

Persentase Penatausahaan 

Keuangan dan Aset

Persentase Pelayanan Umum dan 

Kepegawaian

2
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 

PELAYANAN DASAR
 Rp                 23.483.766.992 

2 13
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 

DESA
 Rp                 10.140.455.192  Rp                                  23.483.766.992 

2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Indeks Kepuasan terhadap Layanan 

Kesekretariatan
 Rp                 10.140.455.192  Rp                                  10.140.455.192 

2 13 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Persentase tercapainya kegiatan 

perencanaan, penganggaran dan 

evaluasi kinerja

 Rp                         310.490.500  Rp                                         310.490.500 

2 13 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah dokumen perencanaan 

yang disusun
2 dokumen  Rp                         120.597.500 2 dokumen  Rp                                         120.597.500 Dinas PMD SKPD

2 13 01 1.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja  

yang disusun
12 laporan  Rp                         138.790.100 12 laporan  Rp                                         138.790.100 Dinas PMD SKPD

2 13 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah dokumen pelaporan yang 

disusun
2 dokumen  Rp                            51.102.900 2 dokumen  Rp                                            51.102.900 Dinas PMD SKPD

2 13 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Persentase tercapainya kegiatan 

administrasi keuangan
 Rp                    6.358.295.292  Rp                                     6.358.295.292 

2 13 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah bulan berjalannya 

kegiatan penyediaan

gaji dan tunjangan ASN

12 bulan  Rp                    6.088.403.292 12 bulan  Rp                                     6.088.403.292 Dinas PMD SKPD

2 13 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah bulan berjalannya 

kegiatan penyediaan

pelaksana tugas ASN

12 bulan  Rp                         149.400.000 12 bulan  Rp                                         149.400.000 Dinas PMD SKPD

2 13 01 1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah laporan keuangan yang 

disusun
1 laporan  Rp                         120.492.000 1 laporan  Rp                                         120.492.000 Dinas PMD SKPD

2 13 01 1.05 Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah
Persentase tercapainya 

administrasi kepegawaian
 Rp                            82.782.000  Rp                                            82.782.000 

2 13 01 1.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Jumlah pakaian kerja yang 

diadakan
86 buah  Rp                            26.100.000 86 buah  Rp                                            26.100.000 Dinas PMD SKPD

2 13 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah kegiatan pendidikan dan 

pelatihan pegawai berdasarkan 

tugas dan fungsi

2 kegiatan  Rp                            56.682.000 2 kegiatan  Rp                                            56.682.000 Dinas PMD SKPD

2 13 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Persentase tercapainya kegiatan  

administrasi umum perangkat 

daerah

 Rp                    1.216.626.400  Rp                                     1.216.626.400 

2 13 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah bulan berjalannya 

kegiatan komponeninstalasi listrik 

penerangan kantor

12 bulan  Rp                            20.033.900 12 bulan  Rp                                            20.033.900 Dinas PMD SKPD

2 13 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah bulan berjalannya 

kegiatan penyediaanperalatan 

dan perlengkapan kantor

12 bulan  Rp                            80.359.300 12 bulan  Rp                                            80.359.300 Dinas PMD SKPD

2 13 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah bulan berjalannya 

kegiatan penyediaanbahan 

logistik kantor

12 bulan  Rp                         325.906.400 12 bulan  Rp                                         325.906.400 Dinas PMD SKPD

2 13 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah bulan berjalannya 

kegiatan cetakan dan 

penggandaan

12 bulan 39.999.800Rp                            12 bulan  Rp                                            39.999.800 Dinas PMD SKPD

2 13 01 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bulan berjalannya 

kegiatan penyediaan bahan dan 

peraturan perundang-undangan

12 bulan  Rp                            17.100.000 12 bulan  Rp                                            17.100.000 Dinas PMD SKPD

2 13 01 1.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
Jumlah bulan berjalannya 

kegiatan fasilitasi kunjungan tamu
0 bulan  Rp                                                     - 0 bulan  Rp                                                                      - Dinas PMD SKPD

2 13 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah bulan berjalannya 

kegiatan penyelenggaraan rapat 

koordinasi dan konsultasi

12 bulan  Rp                         694.227.000 12 bulan  Rp                                         694.227.000 Dinas PMD SKPD

2 13 01 1.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Jumlah bulan berjalannya 

kegiatan penatausahaan arsip 

dinamis pada SKPD

12 bulan  Rp                            34.000.000 12 bulan  Rp                                            34.000.000 Dinas PMD SKPD

2 13 01 1.06 11
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 

SKPD

Jumlah bulan berjalannya 

pelaksanaan sistem 

pemerintahan berbasis elektronik 

SKPD

12 bulan  Rp                               5.000.000 12 bulan  Rp                                               5.000.000 Dinas PMD SKPD

100% 100%

100%

100% 100%

100%

100%100%

100% 100%

0%

A

80% 0%

A

80%

29%

0,54%
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2 13 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Persentase tercapainya kegiatan 

pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah

 Rp                            95.248.000  Rp                                            95.248.000 

2 13 01 1.07 01 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan yang tersedia 0 buah  Rp                                                     - 0 buah  Rp                                                                      - Dinas PMD SKPD

2 13 01 1.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah mebel yang tersedia 8 buah  Rp                            42.500.000 8 buah  Rp                                            42.500.000 Dinas PMD SKPD

2 13 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah peralatan dan mesin 

lainnya yang tersedia
3 buah  Rp                            52.748.000 3 buah  Rp                                            52.748.000 Dinas PMD SKPD

2 13 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase  tercapainya kegiatan 

penyediaan jasa penunjang urusan 

pemerintahan  daerah

 Rp                         938.323.000  Rp                                         938.323.000 

2 13 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah berjalannya kegiatan 

penyediaan jasa komunikasi, 

sumber daya air dan listrik

12 bulan  Rp                         228.000.000 12 bulan  Rp                                         228.000.000 Dinas PMD SKPD

2 13 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah bulan berjalannya 

kegiatan penyediaanjasa 

pelayanan umum kantor

12 bulan  Rp                         710.323.000 12 bulan  Rp                                         710.323.000 Dinas PMD SKPD

2 13 01 1.08 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase pemeliharaan barang 

milik daerah penunjang urusan 

pemerintahan daerah

 Rp                    1.138.690.000  Rp                                     1.138.690.000 

2 13 01 1.08 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan

Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah bulan berjalannya 

kegiatan penyediaan jasa 

pemeliharaan, biaya 

pemeliharaan pajak 

dankendaraan dinas

12 bulan  Rp                         615.890.000 12 bulan  Rp                                         615.890.000 Dinas PMD SKPD

2 13 01 1.08 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah bulan berjalannya 

kegiatan pemeliharaan peralatan 

dan mesin lainnya

12 bulan  Rp                         122.800.000 12 bulan  Rp                                         122.800.000 Dinas PMD SKPD

2 13 01 1.08 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah gedung kantor dan 

bangunan lainnya yang dipelihara 

dan direhabilitasi

12 bulan  Rp                         400.000.000 12 bulan  Rp                                         400.000.000 Dinas PMD SKPD

Persentase desa dengan tata kelola 

pemerintahan desa yang baik

Indeks Ketahanan Sosial

2 13 02
Persentase desa dengan tata kelola 

pemerintahan yang baik

Indeks Ketahanan Sosial

Jumlah desa dengan dengan tata 

kelola pemerintahan yang baik

Jumlah desa dengan indeks 

ketahanan sosial yang meningkat

2 13 02 1.01 01
Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat 

Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi

Jumlah desa yang diidentifikasi, 

inventarisasi dan fasilitasi 

penataan kesatuan masyarakat 

hukum adat

0 desa  Rp                                                     - 0 desa  Rp                                                                      - Dinas PMD SKPD

2 13 02 1.01 02  Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat
Jumlah desa yang difasilitasi 

kelembagaan desa
0 desa  Rp                                                     - 0 desa  Rp                                                                      - Dinas PMD SKPD

 Rp                                         117.528.000 
Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan 

Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
40 desa  Rp                         117.528.000 2 13 02 1.01

14%

40 desa

 Rp                                         117.528.000 

0,76 0,76

PROGRAM PENATAAN DESA

14%

 Rp                         117.528.000 

100% 100%

100% 100%

14% 14%

0,76 0,76

100%100%
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2 13 02 1.01 03 Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa
Jumlah desa yang melaksanakan 

penataan desa sesuai regulasi
44 desa  Rp                         117.528.000 44 desa  Rp                                         117.528.000 Dinas PMD SKPD

2 13 02 1.01 04 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa

Jumlah desa yang menyediakan 

prasarana dan pelayanan 

pemerintahan desa

0 desa  Rp                                                     - 0 desa  Rp                                                                      - Dinas PMD SKPD

Persentase desa dengan tata kelola 

pemerintahan desa yang baik

Indeks Ketahanan Ekonomi

Indeks Ketahanan Ekonomi

Persentase desa dengan tata kelola 

pemerintahan yang baik

Jumlah desa dengan indeks 

ketahanan lingkungan yang 

meningkat

Jumlah desa dengan tata kelola 

pemerintahan yang baik

2 13 03 1.01 01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota
Jumlah desa yang terfasilitasi 

dalam kerja sama antar desa
52 desa  Rp                            94.332.800 52 desa  Rp                                            94.332.800 Dinas PMD SKPD

2 13 03 1.01 02 Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
Jumlah kerjasama desa yang 

difasilitasi dengan pihak ketiga
3 buah 242.685.000Rp                         3 buah  Rp                                         242.685.000 Dinas PMD SKPD

2 13 03 1.01 03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
Jumlah kawasan perdesaan yang 

dibangun
3 buah  Rp                    7.997.343.900 3 buah  Rp                                     7.997.343.900 Dinas PMD SKPD

Persentase desa dengan tata kelola 

pemerintahan desa yang baik

Indeks Ketahanan Ekonomi

Indeks Ketahanan Sosial

Indeks Ketahanan Sosial

Indeks Ketahanan Ekonomi

Persentase desa dengan tata kelola 

pemerintahan yang baik

Jumlah desa dengan indeks 

ketahanan sosial yang meningkat

Jumlah desa dengan indeks 

ketahanan ekonomi yang 

meningkat

Jumlah desa dengan tata kelola 

pemerintahan yang baik

40 desa  Rp                                     1.744.878.600 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 40 desa  Rp                    1.744.878.600 2 13 4 1.01

0,60

14% 14%

2 13 4 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

0,76

 Rp                                     1.744.878.600 0,60

0,76

 Rp                    1.744.878.600 

 Rp                                     8.334.361.700 

14%

0,60 0,60

0,76 0,76

14%

40 desa  Rp                                     8.334.361.700 40 desa  Rp                    8.334.361.700 2 13 03 1.01  Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi 

2 13 3 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

0,69

 Rp                    8.334.361.700 

14% 14%

14%

0,60

14%

0,69 0,60
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2 13 04 1.01 01
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan 

Bupati/wali kota yang Mengatur Desa

Jumlah kabupaten yang 

melakukan penyusunan peraturan 

daerah yang mengatur desa

0 kabupaten  Rp                                                     - 0 kabupaten  Rp                                                                      - Dinas PMD SKPD

2 13 04 1.01 02 Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
Jumlah desa yang dibina terkait 

manajemen desa
33 desa  Rp                         151.936.700 33 desa  Rp                                         151.936.700 Dinas PMD SKPD

2 13 04 1.01 03 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
Jumlah desa yang difasilitasi 

terkait produk hukum desa
52 desa  Rp                            94.332.800 52 desa  Rp                                            94.332.800 Dinas PMD SKPD

2 13 04 1.01 04
 Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan 

Pembangunan Desa

Jumlah desa yang difasilitasi 

terkait Penyusunan, Perencanaan, 

Pelaksanaan dan Pengawasan 

Pembangunan Desa

0 desa  Rp                                                     - 0 desa  Rp                                                                      - Dinas PMD SKPD

2 13 04 1.01 05 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Jumlah desa yang difasilitasi 

terkait pengelolaan keuangan 

desa

33 desa  Rp                         140.619.000 33 desa  Rp                                         140.619.000 Dinas PMD SKPD

2 13 04 1.01 06 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
Jumlah desa yang difasilitasi 

terkait pengelolaan aset desa
33 desa  Rp                         153.052.000 33 desa  Rp                                         153.052.000 Dinas PMD SKPD

2 13 04 1.01 07 Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Jumlah desa yang difasilitasi 

terkait pemilihan, pengangkatan 

dan pemberhentian kepala desa

0 desa  Rp                                                     - 0 desa  Rp                                                                      - Dinas PMD SKPD

Jumlah desa yang berprestasi 6 desa 6 desa  Rp                                         377.018.000 Dinas PMD SKPD

Jumlah kelurahan yang berpestasi 6 kelurahan 6 kelurahan  Rp                                                                      - Dinas PMD SKPD

2 13 04 1.01 09 Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan

Jumlah desa yang difasilitasi 

terkait pelaksanaan profil desa 

dan kelurahan

21 desa  Rp                         147.720.900 21 desa  Rp                                         147.720.900 Dinas PMD SKPD

2 13 04 1.01 10 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
Jumlah desa dengan aparatur 

pemerintahan desa yang dibina
0 desa  Rp                                                     - 0 desa  Rp                                                                      - Dinas PMD SKPD

2 13 04 1.01 11 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

Jumlah desa yang dibina terkait 

peningkatan kapasitas anggota 

BPD

30 desa  Rp                            74.981.200 30 desa  Rp                                            74.981.200 Dinas PMD SKPD

2 13 04 1.01 12
Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, 

Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis

Jumlah desa yang dibina terkait 

percepatan pembangunan desa 

melalui bantuan keuangan, 

bantuan pendampingan dan 

bantuan teknis

55 desa  Rp                            56.384.000 55 desa  Rp                                            56.384.000 Dinas PMD SKPD

2 13 04 1.01 13
Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan 

oleh Desa

Jumlah desa yang melaksanakan 

penugasan urusan/kewenangan 

provinsi yang dilaksanakan oleh 

desa

0 desa  Rp                                                     - 0 desa  Rp                                                                      - Dinas PMD SKPD

2 13 04 1.01 14

Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan 

Desa

Jumlah Kabupaten yang dibina 

dan diawasi atas Penetapan 

Rancangan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah 

11 kabupaten  Rp                            56.304.000 11 kabupaten  Rp                                            56.304.000 Dinas PMD SKPD

2 13 04 1.01 15
Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa 

Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa
Jumlah BUMDesa yang Maju 40 buah  Rp                         436.339.000 40 buah  Rp                                         436.339.000 Dinas PMD SKPD

2 13 04 1.01 16 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Jumlah desa yang difasilitasi 

terkait penetapan dan penegasan 

batas desa

40 desa  Rp                            56.191.000 40 desa  Rp                                            56.191.000 Dinas PMD SKPD

2 13 04 1.01 17 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa

Jumlah desa yang difasilitasi 

terkait pembinaan laporan kepala 

desa

0 laporan  Rp                                                     - 0 laporan  Rp                                                                      - Dinas PMD SKPD

2 13 04 1.01 18
Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa 

di Kabupaten/Kota

Jumlah kabupatenyang difasilitasi 

terkait pencatatan data dan 

informasi mengenai 

pemerintahan desa 

0 kabupaten  Rp                                                     - 0 kabupaten  Rp                                                                      - Dinas PMD SKPD

2 13 04 1.01 19 Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Jumlah desa yang difasilitasi 

peran BPD dalam 

penyelenggaraan pemerintahan 

desa

0 desa  Rp                                                     - 0 desa  Rp                                                                      - Dinas PMD SKPD

2 13 04 1.01 20 Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa

Jumlah desa yang difasilitasi 

terkait pengembangan inovasi 

desa

0 desa  Rp                                                     - 0 desa  Rp                                                                      - Dinas PMD SKPD

2 13 04 1.01 21 Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa

Jumlah desa yang difasilitasi 

terkait pekan inovasi 

perkembangan desa

0 desa  Rp                                                     - 0 desa  Rp                                                                      - Dinas PMD SKPD

2 13 04 1.01 22
Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di 

Kabupaten/Kota

Jumlah kabupaten yang difasilitasi 

terkait penetapan kewenangan 

desa 

0 desa  Rp                                                     - 0 desa  Rp                                                                      - Dinas PMD SKPD

Indeks Ketahanan Sosial

Indeks Ketahanan Ekonomi

Indeks Ketahanan Lingkungan

0,76

0,60 0,60

0,69 0,69

0,76

2 13 04 1.01 08 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan  Rp                         377.018.000 
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Indeks Ketahanan Sosial

Indeks Ketahanan Ekonomi

Indeks Ketahanan Lingkungan

Jumlah desa dengan indeks 

ketahanan sosial yang meningkat

Jumlah desa dengan indeks 

ketahanan ekonomi yang 

meningkat

Jumlah desa dengan indeks 

ketahanan lingkungan yang 

meningkat

2 13 05 1.01 01 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat

Jumlah lembaga adat di desa yang 

terfasilitasi dalam peningkatan 

kapasitas dan diberdayakan

10 buah  Rp                         291.106.500 10 buah  Rp                                         291.106.500 Dinas PMD SKPD

2 13 05 1.01 02

Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan 

Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, 

dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat 

Hukum Adat

Jumlah desa yang difasilitasi 

terkait  penataan, pendayagunaan 

kelembagaan lembaga 

kemasyarakatan desa/kelurahan

257 desa  Rp                         807.700.000 257 desa  Rp                                         807.700.000 Dinas PMD SKPD

2 13 05 1.01 03

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan 

Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), 

Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Jumlah lembaga kemasyarakatan 

di desa yang terfasilitasi dalam 

peningkatan kapasitas dan 

diberdayakan

40 buah  Rp                         450.167.300 40 buah  Rp                                         450.167.300 Dinas PMD SKPD

2 13 05 1.01 04

Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga 

Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan 

Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum 

Adat

Jumlah desa terkait penyediaan 

sarana dan prasarana 

kelembagaan lembaga 

kemasyarakatan desa/kelurahan

0 desa  Rp                                                     - 0 desa  Rp                                                                      - Dinas PMD SKPD

2 13 05 1.01 05
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah 

Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Jumlah peningkatan desa yang 

lembaga kemasyarakatan dan 

lembaga adatnya melaksanakan 

kegiatan ekonomi produktif dan 

pemberdayaan

50 desa  Rp                         193.512.000 50 desa  Rp                                         193.512.000 Dinas PMD SKPD

2 13 05 1.01 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Jumlah desa yang difasilitasi 

pemerintah desa dalam 

pemanfaatan Teknologi Tepat 

Guna

40 buah  Rp                         792.914.000 40 buah  Rp                                         792.914.000 Dinas PMD SKPD

2 13 05 1.01 07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Jumlah kabupaten/kota yang 

melaksanakan bulan bhakti 

gotong royong masyarakat

0
kabupaten / 

kota
 Rp                                                     - 0

kabupaten 

/ kota
 Rp                                                                      - Dinas PMD SKPD

2 13 05 1.01 08
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan 

Masyarakat Desa

Jumlah desa yang difasilitasi 

penyelenggaraan ketentraman, 

ketertiban, dan perlindungan 

masyarakat desa

10 desa  Rp                         206.126.800 10 desa  Rp                                         206.126.800 Dinas PMD SKPD

2 13 05 1:01 09
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Jumlah Tim Penggerak PKK yang 

menyelenggarakan gerakan 

pemberdayaan masyarakat dan 

kesejahteraan keluarga

13 buah  Rp                         405.016.900 13 buah  Rp                                         405.016.900 Dinas PMD SKPD

2 13 05 1.01  Rp                                     3.146.543.500  Rp                    3.146.543.500 40 desa

0,69

0,76

Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang 

Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta 

Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum 

Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota

40 desa

 Rp                                     3.146.543.500 0,60

0,76

 Rp                    3.146.543.500 0,60

0,69

2 13 5
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA 

ADAT DAN MASYARAKATHUKUM ADAT
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI 

KALSEL 

 

Dinas Pemberdayanaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan 

sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi memiliki peran dalam pencapaian RPJMD 

Provinsi Kalsel Tahun 2021 s/d 2026. Oleh karena itu perlu adanya kesesuaian antara 

visi RPJMD dengan Renstra DPMD  Provinsi Kalsel. Visi RPJMD Provinsi Kalsel 

yakni Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera, dan Berkelanjutan Sebagai 

Gerbang Ibukota Negara yang dijabarkan dalam lima misi dimana DPMD  

Provinsi Kalsel ikut ambil bagian dalam pencapaian kelima misi tersebut. Relasi 

tersebut dijelaskan pada matriks berikut: 

 

Tabel 7.1 Pencapaian Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026 

Indikator 

Kinerja 

Utama 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

Target Capaian Tahun Kondisi 

Akhir 

Kinerja 

Tahun 

2021 

Tahun 

2022 

Tahun 

2023 

Tahun 

2024 

Tahun 

2025 

Tahun 

2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)  

Persentase 

penurunan 

status desa 

tertinggal 

0% 56% 13,5% 17% 13,5% 0% 0% 100% 

Persentae 

peningkatan 

status desa 

menjadi 

mandiri 

0,3% 1,5% 2,1% 2,6% 3,1% 3,7% 4,2% 4,2% 

 

 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa Provinsi Kalsel juga memiliki 

capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut: 
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Tabel 7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan 

Sasaran RPJMD 
 

N

o 
Indikator 

SPM/ 

Stan

dar 

Nasio

nal 

IKK 

Realisasi 

Capaian 
Proyeksi 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 

Persentase 

pengentasan 

desa tertinggal 

0 0 3% 13% 29% 41% 68% 
100

% 
0% 0% 

2 

Persentase 

peningkatan 

status desa 

mandiri 

0 0 11% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

3 

Jumlah desa 

yang terfasilitasi 

dalam 

kerjasama antar 

desa 

0 0 44 94 144 194 244 294 344 394 

4 

Jumlah desa 

yang melakukan 

kerjasama 

antardesa tahun 

berjalan 

dikurangi 

jumlah desa 

yang melakukan 

kerjasama antar 

desa tahun 

sebelumnya 

0 0 44 94 144 194 244 294 344 394 

5 

Jumlah lembaga 

kemasyarakat 

dan lembaga 

adat di desa 

yang terfasilitasi 

dalam 

peningkatan 

kapasitas dan 

diberdayakan 

0 0 197 247 297 347 397 447 497 547 

6 

Jumlah 

peningkatan 

desa yang 

lembaga 

kemasyarakatan 

dan lembaga 

adatnya 

melaksanakan 

kegiatan 

ekonomi 

produktif dan 

pemberdayaan 

0 0 236 286 336 386 436 486 536 586 
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Tabel 7.3 Target Indikator Urusan Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan 

No Indikator 

Target 

Nasional 

2022 

Target 

Nasional 

2023 

Targ

et 

2021 

Tar

get 

2022 

Tar

get 

2023 

Targ

et 

2024 

Tar

get 

2025 

Tar

get 

2026 

1 Jumlah Desa 

Mandiri 
3.944 

5.444 

 
28 38 47 57 58 59 

2 Jumlah Badan 

Usaha Milik 

Desa (Bumdes) 

Berkembang 

7.500 9.000 552 652 752 852 952 
1.05

2 

3 Jumlah Desa 

Berkembang 
56.791 58.291 

1.41

5 

1.23

4 

1.13

4 

1.03

4 
934 834 

4 Jumlah Desa 

Tertinggal 
14.402 11.652 98 68 38 8 0 0 

5 Jumlah 

BUMDes 

bersama 

(Bumdesma) 

Berkembang 

0 270 5 10 15 20 25 30 

6 Jumlah 

aparatur/penguru

s kelembagaan 

desa yang 

memiliki 

kompetensi 

dalam tatakelola 

pemdes 

90 13.494 
1.50

0 

2.00

0 

2.50

0 

3.00

0 

3.50

0 

4.00

0 

7 Jumlah 

Kabupaten/Kota 

yang desanya 

telah ditata 

kelembagaan 

desanya sesuai 

standar 

90 7.500 11 11 11 11 11 11 

8 Jumlah 

Kabupaten/Kota 

yang desanya 

telah ditata 

sistem pelayanan 

administrasi 

kelembagaan 

desa sesuai 

standar 

90 7.500 11 11 11 11 11 11 
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